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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul "analisis maqashid al-syariah terhadap istri yang tidak 
menggugat cerai suami yang dipenjara 10 tahun studi kasus di Desa Kandangan 
Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri” merupakan penelitian lapangan untuk 
menjawab pertanyaan tentang Bagaimana istri tidak menggugat cerai suami 
dipenjara 10 tahun di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri 
dan bagaimana analisis maqashid Syariah terhadap istri tidak menggugat cerai 
suami dipenjara 10 tahun di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten 
Kediri.Data penelitian diambil melalui wawancara dan dokumentasi yang 
menunjukkan bahwa istri yang tidak menggugat cerai suami dipenjara 10 tahun 
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik menggunakan teknik analisis 
deskriptif, yakni sebuah metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang 
telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif. 

Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa 
pertama, berdasarkan hasil penelitian terhadap istri yang tidak menggugat cerai 
suami dipenjara 10 tahun karena istri mempunyai komitmen yang kuat, tidak mudah 
menyerah walaupun menjadi tulang punggung keluarganya selama suami masih 
didalam penjara dan sang istri tidak ingin sang anak memiliki keluarga yang tidak 
lengkap. Kedua, bahwa istri yang tidak menggugat cerai suami dipenjara 10 tahun 
adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah 
dengan tujuan suami akan berubah Ketika keluar dari penjara. Dalam rumah tangga 
yang di idam-idamkan oleh istri yang tidak mengajukan gugat cerai suami dipenjara 
10 tahun ini sesuai dengan ayat al-Qur;an Surat Ar-rum Ayat 21 yang berbunyi  
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi 
kaum yang berfikir. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Setiap orang yang ingin mempunyai keluarga harus melalui pintu 

perkawinan. Mereka tentu juga menginginkan tercipta keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan 

hidup dunia dan akhirat. Apabila dapat tercapai, hal yang seperti inilah disebut 

sebagai keluarga yang sakinah. Dari keluarga yang tentram seperti ini nanti 

akan bisa terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur materil serta 

spiritual.1 

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan 

perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.2 Islam bukan saja agama yang mengatur peribadatan 

manusia pada tuhannya. Namun Islam juga mengatur sendi-sendi rumah tangga 

dan kehidupan sosial masyarakat, karena itu pernik-pernik kehidupan rumah 

tangga pun juga dijelaskan dan dituntunkan oleh agama Islam. 

Di dalam Islam fiqh yang mengatur hal ihwal perkawinan ini disebut fiqh 

munakahat. Munakahat itu termasuk dalam lingkup muamalat dalam artian 

umum. Yang mengatur hubungan antara sesama manusia. 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah  (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 

2005), Cetakan Ke-1 
2 ibid. 
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       Masuknya munakahat itu kedalam lingkup muamalat karena ia memang 

mengatur hubungan antara suami dengan istri dan antara keduanya dengan 

anak-anak yang lahir, dalam kehidupan keluarga menurut keridhaan Allah. 

Dengan demikian kajian tentang perkawinan ini begitu luas karena 

menyangkut hal ihwal hubungan-hubungan tersebut, menurut yang 

dikehendaki oleh agama Islam.3 Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah 

para hamba-hambanya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka 

mengemudikan bahtera kehidupan. 

Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia 

berjalan seperti yang selalu diinginkan oleh manusia. Oleh sebab itu 

diaturnyalah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya 

prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, 

bahkan semakin baik, suci dan bersih. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang 

ada pada jiwa manusia sebenarnya tidak pernah terlepas dari didikan atau 

aturan Allah.4 

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara 

perorangan maupun secara masyarakat, untuk hidup di dunia maupun di 

akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan tercapainya 

kesejahteraan keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan kelompok 

terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat 

tergantung pada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara 

                                                           
3 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cetakan Ke-1.,76 
4 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita, Terjemah. Anshori Umar  (Semarang: CV. As-Syifa’, 

1986), Cetakan Ke-1.,358 
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garis besar tetapi sampai terperinci. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, 

kerena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah 

mempunyai kemampuan.5 

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB 1 

pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.6 

Adapun hikmah dari perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi 

Hukum Islam dalam Pasal 2, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithqan gholizah untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Adapun tujuan 

perkawinan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 3 bahwa, “perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, 

mawaddah dan warahmah”.7 

Apabila seorang anak manusia laki-laki yang merasa dirinya telah 

memiliki kemampuan serta telah meminang seorang wanita dan 

melangsungkan pernikahan, setelah dilaksanakan akad maka jelaslah sudah 

bahwa sang istri telah menjadi tanggung jawab suami. Agama mewajibkan 

suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan 

yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak 

miliknya, karena itu suami mempunyai hak penuh terhadap istrinya. Istri wajib 

                                                           
5 Departemen Agama RI, Ilmu Figh (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984), Cetakan Ke-2 Jilid II.,57 
6  Kitab Undang-undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: 

Grahamedia Press, 2013), 423. 
7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Tim Permata Press), 2. 
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taat kepada suami, tinggal dan menetap bersama di rumahnya, mengatur rumah 

tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami 

berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama 

ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak berbuat durhaka atau karena 

ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.8 Kalangan ulama 

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri 

karena ruang gerak istri telah terbatasi untuk mengabdi kepada suami. Sedang 

menurut jumhur alasannya karena ia menjadi istri.9 

Hal ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak 

orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberinya nafkah.10 

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan sehari2 

seperti makan, tempat tinggal, pengobatan anak istri dsb. Hak inilah kriteria 

idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri jika memang 

dia orang yang mapan secara materi, dan memberi nafkah hukumnya adalah 

wajib menurut al-Qur’an, sunnah dan ijma’.11 

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka 

wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, baik masih dalam hubungan 

suami istri maupun telah diceraikan selagi masih dalam masa ‘iddah. 

Sebagaimana firman Allah Ta’ala: 

 حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيَْ  ۢ  باِلْمَعْرُوْفِ ۢ  للِْمُطلََّقٰتِ مَتَاعٌ و

                                                           
8 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah terjemah. Nor Hasanuddin dkk (Pena Pundi Aksara, 2007), Cetakan 

Ke-2.,57-56 
9 Abu Malik Kamal, Shahih Fikih Sunnah Jilid 3, Terjemah. Khairul Amru (Jakarta: Pustaka Azzam 

2007),  Cet. Ke-2.,216 
10 ibid. 
11 Ibid.,55 
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Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 

suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-

orang yang bertakwa”.(Q.S. al-Baqarah: 241)12 

 
       Syari’at Allah SWT tentang nafkah ini tetap berlaku sampai dengan 

terjadinya perceraian benar-benar antara suami istri sesudah dijatuhkannya 

talak. Selanjutnya Allah SWT berfirman: 

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه  ۢ  وَالْوَالِدٰتُ يُ رْضِعْنَ اوَْلََدَهُنَّ حَوْلَيِْ كَامِلَيِْ لِمَنْ ارَاَدَ انَْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ  ۞
بِوَلَدِهَا وَلََ مَوْلُوْدٌ ۢ  اررَّ وَالِدَ ٌٌ لََ تُضَ  ۢ  لََ تُكَلَّفُ نَ فْسٌ اِلََّ وُسْعَهَا  ۢ  كِسْوَتُ هُنَّ باِلْمَعْرُوْفِ رزِْقُ هُنَّ وَ 

هُمَا وَتَشَ  ۢ  لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ  نَا ََ فاَِنْ ارَاَدَا فِصَالَا عَنْ تَ راَضٍ مِّن ْ ُُ  ََ اوُرٍ فَ
ْ انَْ تَسْتَ رْضِعُوْ ۢ  هِمَا عَلَيْ  نَا ََ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّ ۢ  وَاِنْ ارََدْتُُّّ ُُ  ََ  ۢ  اٰتَ يْتُمْ باِلْمَعْرُوْفِ  ۢ  اا اوَْلََدكَُمْ فَ

رٌ ۢ  وَات َّقُوا اللٰ هَ وَاعْلَمُوْ   ا انََّ اللٰ هَ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَصِي ْ
Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan  penyusuan. Dan kewajiban 

ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang 

ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin 

anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak  ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

(Q.S. al-Baqarah: 233).13  

 

“Rizki” yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya, “pakaian” 

ialah baju atau penutup badan, dan “makruf” yaitu kebaikan sesuai dengan 

ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan.14 

       Jika seorang suami kaya memang hendaknya ia memberi nafkah sesuai 

dengan kekayaannya. Sedang bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka 

                                                           
12 Departemen Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemah (Bandung: Jamanatul ‘Ali-art, 2005),.40  
13 Ibid.,38 
14 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah...,54 
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semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari pada itu, dan sama sekali tidak 

ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri. Artinya kalau suaminya 

miskin, sedang istrinya dari keluarga orang-orang kaya yang biasa hidup serba 

berkecukupan sandang pangannya, maka dia sendirilah yang harus 

mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau 

tidak, maka istri harus bersabar atas rezki yang diberikan Allah kepada 

suaminya. Karena allahlah yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu.15 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

لََ يكَُلِّفُ اللٰ هُ  ۢ  تٰههُ اللٰ هُ اٰ  ۢ  فَ لْيُ نْفِقْ مَِّا ۢ  وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُ ۢ  ۢ  ليُِ نْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِه
 سَيَجْعَلُ اللٰ هُ بَ عْدَ عُسْرٍ يُّسْراا ۢ  اٰتٰههَا ۢ  انَ فْساا اِلََّ مَ 

Artinya:”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah member 

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan 

beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan 

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. 

(Q.S. at-Thalaq: 7).16 

 

       Diharapkan bagi seorang laki-laki yang mampu dan memiliki istri dari 

keluarga yang mampu pula, maka ia harus memberi nafkah sesuai dengan apa 

yang dikomsumsi oleh orang yang mampu pula. Istri juga berhak untuk diberi 

pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang mampu dinegara tersebut. 

Mengenai tempat tidur dan perlengkapan rumah tangga lainnya juga sama 

harus seperti apa yang dipakai oleh orang-orang yang mampu selevelnya di 

negera tersebut. Sedangkan bagi wanita yang miskin dan memiliki suami yang 

                                                           
15 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita…,464 
16 Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah…,560 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 
 

 
 

miskin pula berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal 

sebagaimana wanita yang sederajat dengannya di negara tersebut.17 

       Maksudnya ialah sebagai mana pendapat imam Syafi’i bahwa batas 

minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang 

biasa berlaku di negeri keduanya. Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya 

wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu maka hendaknya suami 

mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas 

minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah sebanyak 

dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu. 

Hak dan kewajiban suami istri sebenarnya sudah diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Bab VII Pasal 77 sampai dengan 

Pasal 84. Dalam Pasal 77 disebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban 

yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah 

yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling 

cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin 

antara yang satu dengan yang lain. Suami istri memikul kewajiban untuk 

mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan 

jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. 

Suami istri wajib memelihara kehormatannya dan jika suami atau istri 

melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke 

pengadilan agama.” Sementara pada Pasal 78 dijelaskan bahwa “Suami istri 

                                                           
17 Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, Terjemah Budiman Musthafa dkk (Jakarta: Gema Insani 

2005), Cet, Ke-1.,757 
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harus mempunyai kediaman yang sah dan rumah kediaman yang dimaksud 

oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.” Sementara Pasal 79 

mengatur tentang kedudukan suami dan haknya yang berbunyi, “Suami adalah 

kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. 

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

masyarakat dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.” 

Lebih lanjut, kewajiban suami terhadap istri secara khusus dibahas dalam pasal 

80, “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi 

mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami 

istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya. Suami wajib 

memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna 

dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 

Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: (1) Nafkah, kiswah dan 

tempat kediaman bagi istri. (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 

pengobatan bagi istri dan anak. (3) Biaya pendidikan anak. Kewajiban suami 

terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku 

sesudah ada tamkin dari istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari 

kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 

Dan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri 

nusyus.” Sedangkan pada Pasal 81 menjelaskan tentang kediaman, “suami 

wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas 
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istri yang masih dalam masa iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal 

yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah 

wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya 

dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat 

kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai 

tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya 

serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa 

alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.” 

Sementara Pasal 82 mengatur tentang tentang kewajiban suami yang beristri 

lebih dari seorang, yaitu “Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang 

berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing 

istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang 

ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam 

hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu 

tempat kediaman.” Serta Pasal 83 dan Pasal 84 menjelaskan tentang kewajiban 

istri terhadap suaminya, diaman Pasal 83 berbunyi “Kewajiban utama bagi 

seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang 

dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan 

rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya,” dan Pasal 84 berbunyi “Istri 

dapat dianggap nusyūz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. 

Selama istri dalam keadaan nusyūz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut 
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pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk 

kepentingan anaknya. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku 

kembali sesudah istri tidak nusyūz. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya 

nusyuūz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.” 

Apabila istri menjalankan segala kewajibannya seperti tidak berbuat 

maksiat, menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjauhkan diri dari 

segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya, menjaga anak-anak dan 

mengatur rumah tangganya dengan baik. Dan suami pun juga melaksanakan 

kewajibannya serta mencukupi tanggung jawabnya dengan memberi nafkah 

kepada istri dan keluarganya dengan baik, maka semua anggota keluarga akan 

merasakan bahwa rumah bagaikan surga baginya. Dalam hal itu pada 

kenyataan saat ini dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam 

permasalahan yang harus dihadapi seorang suami sebagai kepala keluarga 

dengan tetap mempertahankan kehidupan keluarga. Pada masa sekarang ini, 

tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi 

kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah 

tindakan kekeliruan didalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya, yang kekeliruan ini sangat tidak dibenarkan, dalam tindakan 

seorang suami mencari nafkah, saat bekerja terkadang seseorang suami 

melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun 

tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran 

hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman 

yang kemudian disebut dengan narapidana. 
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Di sisi lain ketika para suami melakukan suatu tindakan pelanggaran 

hukum yang membuat mereka dipenjara, maka ada beban dan tugas yang baru 

bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan rumah tangganya 

dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. Tugas mereka ini 

menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus 

anak-anaknya mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang harus 

memikirkan kelangsungan hidup keluarganya. 

Beruntung bagi seorang istri yang suaminya dipenjara ketika sudah dalam 

keadaan mapan atau banyak memiliki harta sehingga sang istri tidak terlalu 

bersusah payah memikirkan cara untuk mencari uang, tetapi bagi istri yang 

suaminya dipenjara yang kehidupan ekonominya susah maka merekapun harus 

bekerja mencari nafkah sendiri. 

Pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman didalam 

penjara maka selama istri tidak mendurhakainya (nusyuz) terhadap suami, dan 

suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikannya maka hubungan 

mereka masih tetap sah sebagai suami istri, dan istri masih terikat hanya kepada 

suaminya serta suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya dan anaknya. 

Tidak mudah menjadi seorang istri yang menjadi tulang punggung rumah 

tangga karena suami dipenjara seperti yang dialami oleh Reni yang harus 

menghidupi anaknya sendiri, selain itu Dia selalu menahan derita atas stigma 

buruk warga yang ditimbulkan dari kejahatan suaminya. Dia dan anak-anaknya 

yang jadi korban terbesar atas perbuatan suaminya yang melanggar hokum. Hal 
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terberat baginya adalah bagaimana meyakinkan anak-anaknya bahwa ayah 

mereka adalah orang baik, karena lingkungan menjelaskan hal lain. 

Dia harus terus mengajarkan anaknya tutup telinga dan kuat dengan olok-

olok tetangga. Ia menekankan ini adalah ujian hidup yang harus dihadapi. 

Ketika berhasil melewatinya maka anak-anaknya akan menjadi manusia yang 

lebih tangguh. Ia pun harus menghadapi hidup dalam keterbatasan ditengah 

uasahanya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Salah satu alasan penulis dalam memilih penelitian ini adalah penulis ingin 

tahu alasan istri tidak mengajukan gugat cerai kepada suami yang sedang 

dipenjara. Atas dasar persoalan diatas penulis tertarik untuk membahas dan 

mengangkat judul dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Maqashid al-

Syariah Terhadap Istri yang Tidak Menggugat Cerai Suami yang Dipenjara 

Studi Kasus di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri”. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

       Mengingat ruang lingkup dari permasalahan diatas sangat luas, agar 

penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan maka peneliti 

memberi batasan yaitu:   

1. Identifikasi Masalah 

       Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan 

lingkup pembahasan yang dapat muncul dalam penelitian dengan 

melakukan identifikasi sebanyak mungkin, kemudian yang dapat diduga 
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sebagai masalah. 18  Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat 

disimpulkan dan diidentifikasi beberapa masalah diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Alasan istri tidak mengajukan gugat cerai karena suami dipenjara. 

b. Tinjauan Hukum Islam terhadap gugat cerai suami dipenjara 10 tahun. 

c. Tinjauan Hukum Positif terhadap gugat cerai suami dipenjara 10 

tahun. 

2. Batasan Masalah 

       Batasan masalah yaitu untuk mempertegas ruang lingkup masalah 

yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran 

mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan. 

Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut supaya penelitian ini 

terfokus, perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

a. Alasan istri yang tidak menggugat cerai suami yang dipenjara 10 tahun. 

b. Analisis maqashid syariah terhadap alas an istri tidak menggugat cerai 

suami yang dipenjara 10 tahun. 

C. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan di 

atas, maka permasalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana alasan istri tidak menggugat cerai suami yang dipenjara di 

Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri? 

                                                           
18 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi 

(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8. 
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2. Bagaimana analisis maqashid syariah terhadap alasan istri tidak 

menggugat cerai suami yang di penjara di Desa Kandangan Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Kediri? 

D. Kajian Pustaka 

       Kajian pustaka dalam penelitian Maqashid al-Syariah Terhadap Pendapat 

Istri Tidak Menggugat Cerai Suami Karena Suami Dipenjara ini pada dasarnya 

untuk mengetahui perbedaan dari penelitian hukum sebelumnya diantaranya: 

1. Skripsi Dwi Putri Rachmawati dengan judul “Pemenuhan Kewajiban 

Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan 

Hukum Positif. 19  Dalam skripsi ini membahas tentang pemenuhan 

kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas 1 kota Surabaya di Porong. Dimana kewajiban nafkah suami yang 

berstatus narapidana sudah terealisasi dengan baik sebagaimana ia masih 

bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang 

diperoleh dari pembinaan kemandirian ynag mereka kerjakan di Lembaga 

Permasyarakatan. Skripsi ini sama-sama membahas tentang suami yang 

berstatus narapidana. Perbedaannya Skripsi ini hanya meninjau secara 

umum saja sedangkan skrpsi penelitian yang saya buat menbahas tentang 

tinjaun secara khusus dilihat dari segi Maqashid al-Syariah. 

2. Skripsi Aisy Soraya dengan judul “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin 

Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga 

                                                           
19 Dwi Putri Rahmawati,“Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut 

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018) 
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Pemasyarakatan Teluk Dalam, Banjarmasin”. Dalam skripsi ini 

membahas tentang pemenuhan nafkah batin suami narapidana terhadap 

istrinya. Tidak adanya sarana untuk melakukan pemenuhan nafkah batin 

suami istri yang menjadi penghuni LP Teluk Dalam Banjarmasin 

mengakibatkan perselingkuhan, serta perceraian karena tidak bisa 

melakukan hubungan seksual selama suami istri tersebut berada di LP 

teluk dalam banjarmasin. 20  Skripsi ini sama-sama membahas tentang 

suami yang berada di lembaga pemasyarakatan. Skripsi ini ingin 

mengetahui tentang pemenuhan kewajiban. Sedangkan skripsi penelitian 

yang saya buat membahas tentang praktik cerai suami yang dipenjara 10 

tahun. 

3. Skripsi Elis Sofiyah dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak 

dan Kewajiban Suami Terpidana”, (Rutan Medaeng). Dalam skripsi ini 

membahas tentang syarat-syarat untuk bisa melaksanakan CMK (Cuti 

Mengunjungi Keluarga). Serta skripsi ini berkonsep hak dan kewajiban 

suami istri dalam perkawinan menurut Imam Syafi’i.21 Adapun perbedaan 

skripsi yang saya buat diantaranya membahas tentang praktik cerai suami 

berstatus narapidana menurut Analisis Maqashid al-Syariah, sedangkan 

skripsi terdahulu membahas tentang syarat-syarat untuk bisa 

melaksanakan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga). Serta konsep hak dan 

                                                           
20  Aisy Soraya, “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan RUmah Tangga 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin” (Skripsi-UIN Antasari, 

Banjarmasin, 2013) 
21 Elis Sofiyah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Terpidana”, (Rutan 

Medaeng), (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005) 
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kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut Imam Syafi’i. Untuk 

persamaan dalam skripsi ini ialah sama-sama membahas tentang suami 

yang menjadi narapidana. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui alasan istri tidak menggugat cerai suami yang dipenjara 

di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri 

2. Untuk mengetahui aspek maqashid syariah terhadap alasan istri tidak 

menggugat cerai suami yang di penjara di Desa Kandangan Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Kediri 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

 Kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Secara Teoritis skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dalam ilmu pengetahuan, dalam penyumbangan kajian 

khususnya kalangan disiplin Ilmu Hukum Keluarga Islam tentang alasan 

istri tidak mengajukan gugat cerai suami didalam penjara. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Istri 

       Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

gambaran mengenai kehidupan dan kesulitan dari seorang suami yang 

yang sedang menjalani masa hukuman di penjara, dalam usahanya untuk 

tetap dapat memberikan perhatian dan memberikan nafkah bagi keluarga 

baik istri maupun anak-anaknya. 

b. Bagi Suami  
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       Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

gambaran mengenai kehidupan dan kesulitan dari seorang istri yang 

ditinggalkan seorang suami yang sedang menjalani masa hukuman di 

penjara, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam usahanya 

untuk tetap dapat mempertahankan kehidupan berumah tangga bersama 

dengan anak-anaknya.  

c. Bagi Masyarakat 

       Dengan penelitian diharapkan dapat membuat masyarakat lebih 

mengerti dan memahami kehidupan serta nasib keluarga narapidana di 

sekitar mereka serta dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan 

hukum di Lembaga Permasyarakatan dan juga sebagai pedoman untuk 

perkembangan penelitian selanjutnya. 

G. Definisi Oprasional 

       Definisi oprasional merupakan definisi yang menunjukkan apa yang harus 

dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa yang diukur dan bagaimana 

mengukurnya. Maksudnta bahwa definisi oprasional memuat penjelasan 

tentang pengertian yang bersifat oprasional dengan konsep penelitian sehingga 

dapat dijadikan acuan dalam menelusuri dan menguji konsep tersebut melalui 

penelitian tentang: 

1. Maqashid al-Syariah secara bahasa maqashid Syariah terdiri dari dua kata 

yaitu maqashid dan Syariah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, 

Sedangkan Syariah secara Bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan 

menuju sumber air dapat juga diartikn berjalan menuju sumber 
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kehidupan.22Dengan demikian, memberikan pengertian bahwa kandungan 

maqashid Syariah adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan 

menurut istilah dikalangan ulama’ ushul fiqh adalah makna dan tujuan 

yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi 

kemaslakhatan umat manusia.23 

2. Gugat cerai adalah istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui 

pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan 

dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.24 

H. Metode Penelitian 

      Metode penelitian adalah suatu cara bertindak sesuai system aturan atau 

tatanan yang bertujuan agar agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan 

terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.25 

I. Data yang dikumpulkan 

       Data penelitian yang dikumpulkan adalah sebagai berikut Alasan istri tidak 

menggugat cerai suami dipenjara 10 tahun di Desa Kandangan Kecamtan 

Kandangan Kabupaten Kediri. 

1. Sumber data 

       Sesuai dengan masalah yang peneliti tulis dalam penelitian ini, hasil 

datanya yaitu hasil data primer dan hasil data skunder. Sumber data primer 

                                                           
22 Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran 

Liberal (Cet, I.; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 13. 
23 Asafri Jaya Hakri, Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1996), h.63. 
24 Zainuddin Ali, Hukum perdata Islam Indonesia (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 

2002), 906. 
25 Anton Beker, Metode-metode Filsafat (Jakarta, GhaliaIndonesia, 1986)10 
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yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data 

secara langsung yang dikenal dengan istilah interview (wawancara). 26 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari: 

 

 

  

a. Sumber data primer 

1) Istri dari suami terpidana yang sedang menjalani masa hukuman 

di penjara yang dapat bertindak sebagai penggugat maupun 

tergugat. 

2) Keluarga dekat dari pihak istri maupun suami seperti adik 

kandung korban maupun sepupu korban. 

3) Tetangga dekat rumah dari pihak istri maupun suami. 

4) Instasi terkait yaitu Kepemerintahan Desa kandangan Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Kandangan. 

b. Sumber data sekunder 

       Sementara sumber data sekunder merupakan sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau dokumen.27 Sumber data sekunder ini penulis 

mengambil dari berbagai literature sebagai acuan dan pembanding 

                                                           
26 Sugiono, Metode Penelitian dan Kuaalitatif dan R dan D, (Bandung: Alfabeta, 2008),2. 
27 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 91 
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dalam penelitian ini yang diperoleh dari beberapa referensi serta 

sebagai penunjang dari data primer yang diperoleh dari data 

kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan 

Maqashid al-Syariah terhadap praktik gugat cerai suami dipenjara 10 

tahun. Adapun data sekunder penelitian ini adalah: 

1) Al-Quran 

2) Kompilasi Hukum Islam 

3) Undang-undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

4) Serta data-data pendukung lain yang diperoleh dari buku, 

artikel, karya tulis ilmiah yang membahas tentang gugat cerai 

atau hal-hal lain yang menyangkut pada penulisan ini. 

2. Teknik pengumpulan data  

       Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini maka, teknik 

yang penulis gunakan adalah: 

a. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data atau keterangan 

melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek 

penelitian secara langsung.28 Adapun pihak yang menjadi sumber data 

primer penulis dimana dilakukan proses wawancara adalah istri dari 

suami terpidana yang sedang menjalani masa hukuman di penjara, 

suami yang sedang menjalani masa hukuman di penjara, keluarga dari 

pihak suami dan istri serta tetangga dekat suami dan istri. 

                                                           
28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya,2004)144 
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b. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 29  Adapun 

dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 

data atau hasil pencatatan maupun dalam bentuk lain pada objek yang 

diteliti. 

3. Teknik pengolahan data 

       Sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa 

mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian 

yang diambilnya. Setalah data yang diperlukan dapat terkumpul, 

selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik 

sebagai berikut: 

a. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan 

memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi 

kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan 

serta relevansinya dengan permasalahan.30 

b. Organizing, yakni mengatur dan menyusun data sedemikian rupa 

sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan 

masalah.31 

                                                           
29 Rayendra, “Metode Penelitian menurut Sugiyono”, dalam blogspot.co.id/2015/06/Metode-    

Penelitian-menurut-Sugiyono-2013.html?m=1, diakses pada 8 Juli 2020. 
30 Abdul Kadir Muhammad, HUkum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

91 
31 Ibid., 92 
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4. Teknik analisis data 

       Setelah data yang diperlukan diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu 

suatu bentuk teknik analisa data yang tepat. Penganalisaan data merupakan 

tahap yang penting karena ditahap ini, data yang diperoleh akan diolah dan 

dianalisa guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang dikemukakan. 

Untuk analisa data dalam penelitian ini, penulis mempergunakan analisa 

data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun rangkuman 

yang sistematis. 

       Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan metode 

deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, disusun 

secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan Hukum Islam. 

Analisis data menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan metode 

menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya akan 

dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus sehingga bisa ditarik 

kesimpulan 

5. Sistematika Pembahasan 

       Untuk terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membagi 

penulisan ini dalam beberapa bab, yaitu : 

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang mencangkup latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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Bab Kedua Menjelaskan tentang tinjauan umum maqashid al-

syariah, bab ini merupakan landasan teori yang terdiri dari : pengertian 

maqashid al-syariah, dasar hukum maqashid al-syariah, macam-macam 

maqashid al-syariah, dan pendapat ulama tentang maqashid al-syariah 

Abû Isha ̂q al-Sya ̂thibi menurut tiga tingkatan, yaitu Dharûriyat (primer), 

Hâjiyat (sekunder) dan Tahsi ̂niyat (tertier). 

Bab Ketiga, merupakan bab selanjutnya dari skripsi ini yang berisi 

tentang deskripsi hasil penelitian terhadap istri yang tidak mengajukan 

gugat cerai suami dipenjara 10 tahun. Bab ketiga ini merupakan laporan 

tentang penelitian yang dilaksanakan di Desa Kandangan Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Kediri, dan terdiri dari: sejarah desa, letak geografi, 

letak demografi, data kependudukan dan praktik gugat cerai oleh istri 

kepada suami yang dipenjara 10 tahun. 

Bab Keempat memaparkan analisis maqashid al-syariah terhadap 

kasus istri tidak menggugat cerai suami dipenjara 10 tahun. 

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam 

penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis 

menyampaikan saran bila dirasa perlu. 
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BAB II 

MAQASHID AL-SYARI’AH DAN GUGAT CERAI MENURUT HUKUM 

ISLAM 

 

A. Maqashid al-Syari'ah 

1. Pengertian Maqashid al-Syari'ah 

       Secara etimonologi, Maqasid al-Syari’ah merupakan kata majemuk 

yang terdiri dari dua kata yaitu: Maqasid dan al-Syari’ah. Maqashid 

adalah bentuk jamak (plural) dari kata maqsad, qasd, maqsid atau qusud 

yang merupakan derivasi dari kata kerja qasada-yaqsudu, dengan beragam 

makna dan arti antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil 

dan tidak melampui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara 

berlebihan dan kekurangan.32 

Maqashid al-syariah adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan 

target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-

perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Di sisi 

lain, maqashidsyariah bisa dimaknai sebagai pesan-pesan subtantif yang 

ditangkap dari hukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci 

Syariah baik Al-Qur’an maupun hadis. Karena itu pula maqaashid al-

syariah sering diartikulasikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai 

ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun 

                                                           
32 Yusuf Al- Qaradhawi, Fiqh Maqashid Syariah:Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran 

Liberal (Cet.I.; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2007),h.13. 
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misalnya ajaran keadilan, persamaan (equality), kebebasan (freedom) 

ajaran kerahmatan dan kemashlatan. 

Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan 

kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan 

menolak madharat.  Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al 

syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam 

harus bermuara kepada maslahat. Perlu diketahui bahwa Allah SWT 

sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan 

aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan 

tujuan dan maksud tertentu.33 

Tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. 

Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya 

mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, 

rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Sementara 

itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern 

telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum 

Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam 

menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. 

Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, 

disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru 

Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan 

                                                           
33 Khairul Umam, Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia 2001),127 
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yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip takhayyur dan talfiq.34 

Maka menjadi kebutuhan yang sangat urgen agar para pembaru Islam saat 

ini merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam 

yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan 

berkembang secara konsisten.35 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengetahuan tentang teori 

maqashid al-syariah dalam kajian hukum Islam merupakan suatu 

keniscayaan. Tulisan singkat ini akan mencoba mengemukakan secara 

sederhana teori maqashid al-syari'ah tersebut. Poin-poin yang dianggap  

penting dalam masalah ini meliputi pengertian maqashid al-syari'ah, 

kandungannya, dan cara mengetahuinya. 

2. Dasar Hukum Maqashid al-Syariah 

       Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata 

maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan 

tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah 

Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam yang ditetapkan untuk 

manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia 

maupun di akhirat.  

Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai 

yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, 

maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu 

                                                           
34 J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, University of London Press, (London: 1876), 

h. 42 
35 Donohue, John J John L, Esposito, Islam in Transition: Muslim Perspectives, Oxford University 

Press, (New York: 1982), h. 101 
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penetapan hukum.Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh 

Khairul Umam (2001:125), mengatakan bahwa segala Taklif hukum selalu 

bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia 

dan akhirat. 

Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan 

maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemulian 

Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan 

manusia. 36  Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang 

dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang 

ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung 

di dalamnya. 

Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah 

maqashid al-syari'ah (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau 

maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan 

pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak 

dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili 

(1986:1017) mendefinisikan maqashid syari'ahdengan makna-makna dan 

tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau 

sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-

rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. 

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat 

penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai 

                                                           
36 Ibid.,127 
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berikut. Pertama, hukumIslam adalah hukum yang bersumber dari wahyu 

Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu,ia akan 

selalu berhadapan dengan perubahan sosial.Dalam posisi seperti itu, 

apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun 

pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan 

sosial. 

Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan 

kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang 

terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek 

historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh 

Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. 

Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci 

keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan 

hukum itulah, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash 

syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang 

mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan 

dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili (1986:1017), 

yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-

syari'ahmerupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan 

memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam 

rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah. 

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-

Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang 
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terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan 

tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang 

mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang 

ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-

Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:  

 ارَْسَلْنٰكَ اِلََّ رَحَْْةا لِّلْعٰلَمِيَْ  ۢ  وَمَا
“Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh 

alam” (QS. Al-Anbiya':107). 

 

       Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan 

kemaslahatan umat. Sedangkan secara sederhana maslahat itu dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang 

sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat 

mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu 

karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri 

alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Suruhan Allah untuk 

berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang 

termaktub dalam ayat berikut: 

نُّ قُ لُوْبُ هُمْ بِذكِْرِ اللٰ هِ  نُّ الْقُلُوْ  ۢ  الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا وَتَطْمَهِٕ  ۢ  بُ اَلََ بِذكِْرِ اللٰ هِ تَطْمَهِٕ
Artinya: "Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tenteram" (QS. 

Al-Ra'd:28). 

اِنَّ الصَّلٰو ٌَ تَ ن ْهٰى عَنِ الْفَحْشَارءِ  ۢ  اوُْحِيَ الِيَْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاقَِمِ الصَّلٰو ٌَ  ۢ  تْلُ مَااُ 
وَلَذكِْرُ اللٰ هِ ۢ  وَالْمُنْكَرِ 

وَاللٰ هُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُوْنَ ۢ  اكَْبَ رُ   

Artinya: “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan 

munkar" (QS Al-'Ankabut:45). 
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       Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara 

langsung oleh syar’i' (pembuat syari'at) dan akalpun sulit untuk membuat 

rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai 

setelah Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam tergelincirnya 

matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut 

tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat 

dijangkau oleh akal manusia. 

Kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk 

ungkapan al-Syathib) seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada 

abad ke-8 Hijriah,dalam kitabnya Al-Muwafaqatfi Ushul al-Syari'ah. Di 

situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak 

lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. 

Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan 

individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia 

dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-

jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, 

karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia. 

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan 

utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu 

hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illatadalah 

sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan ada 

tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) 

yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan 
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hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya 

hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.Maslahat secara umum 

dapat dicapai melalui dua cara : 

a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang 

disebut dengan istilah jalb al-manafi'. Manfaat ini bisa dirasakan secara 

langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan 

datang. 

b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering 

diistilahkan dengan dar' al-mafasid.Adapun yang dijadikan tolok ukur 

untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu 

yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi 

kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu 

bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. 

3. Macam-macam Maqashid al-Syariah 

       Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat 

dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya 

memahami maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia 

secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu 

menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar 

tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. 

Pada prinsipnya Al-Juwaini (1400 H:295) membagi tujuan tasyri' 

menjadi tiga macam, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan mukramat. Pemikiran 

al-Juwaini terebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang 
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menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan al-

munasabat al-maslahiyat dalam qiyas. Maslahat menurut al-Ghazali 

dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam 

kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus 

membahas maqashid al-syari'ahadalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari 

mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi 

konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan 

menarik manfaat. Menurutnya taklif harus bermuara pada terwujudnya 

kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan 

penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah 

berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti 

pembahasan dari maqashid al-syari'ah. (Amir Mu'alim dan Yusdani, 

2001:51). 

Pembahasan tentang maqashid al-syari'ahsecara khusus, sistematis 

dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yang 

sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah 

menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan 

hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif 

hukum harus mengarah pada realisasitujuan hukum tersebut. Wahbah al-

Zuhaili (1986:1019) dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqashid 

al-syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai 

maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu: 
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a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu 

harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. 

b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan 

makna tersebut.Sebagai contoh, memelihara keturunan yang 

merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan. 

c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau 

batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal 

yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang 

ditetapkan adalah kemabukan. 

d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena 

perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan 

untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam 

perkawinan menurut mazhab Maliki. 

       Maqashid al-syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke 

dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusnya 

(syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqashid 

al-syari'ah dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu:  

1) Kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. 

2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami. 

3) Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan. 

4) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan 

hukum. 
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       Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan 

Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin 

menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan 

hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan 

terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat 

dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh 

manusia. 

Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam 

perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dantidak berbuat 

sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri. Maslahat sebagai substansi 

dari maqashid al-syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila 

dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat 

dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: 

a) Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer,di mana 

kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek 

diniyah(agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan 

sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. 

Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur 

dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini 

merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam 

Islam, Maslahat dharuriyatini dijaga dari dua sisi: pertama, 

realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara 

kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan 
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merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta 

yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan 

berjihad terhadap musuh-musuh Islam. 

b) Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan 

oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan 

menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, 

akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak 

sampai merusak kehidupan. 

c) Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan 

muru'ah(moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan 

kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun 

menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini 

diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan manusia (Al-Zuhaili, 1986:1020-1023). 

       Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek 

cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau 

individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu: 

(1) Maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal 

yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang 

banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, 

dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan. 

(2) Maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau 

individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah. 
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Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat 

kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini 

dibagi menjadi tiga, yaitu: 

(1) Maslahat yang bersifat qath'iyaitu sesuatu yang diyakini 

membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil 

yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh 

dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat 

penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami 

adanya maslahat itu. 

(2) Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang 

diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil 

zhanni dari syara'. 

(3) Pendapat Ulama’ Tentang Maqashid al-Syariah 

       Maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau 

kebaikan yang dikhayalkan akan biasa dicapai, padahal kalau 

direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah 

madharat dan mafsadat.37 

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh 

Wahbah al-Zuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam 

rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan 

maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian 

banyak maslahat yang ada. Maslahat dharuriyat harus 

                                                           
37 Al-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami jilid I, (Damaskus: Daarul Fikri, 1986), 1023-1029 
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didahulukan dari maslahat hajiyat,dan maslahat hajiyatharus 

didahulukan dari maslahat tahsiniyat. Demikian pula 

maslahat yang bersifat kulliyat harus diprioritaskan dari 

maslahat yang bersifat juz'iyat. 

Akhirnya, maslahat qath'iyahharus diutamakan dari 

maslahat zhanniyah dan wahmiyah. Memperhatikan 

kandungan dan pembagian maqashid al-syari'ah seperti yang 

telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa  

maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu 

mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan 

kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin 

dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang 

bersifat dharuriyat. 

B. Definisi Gugat Cerai 

       Didalam perkawinan masalah putusnya hubungan perkawinan (perceraian, 

talak). Dalam hal keputusan untuk bercerai tidak tergantung pada seorang laki-

laki (suami), perempuan pun (istri) bisa mengajukan gugatan perceraian 

apabila si istri sudah merasa tidak cocok dn tidak tahan lagi dengan keadaan 

suaminya, yang dikarenakan suami kasar, pemabuk, pezinah, dan pejudi. 

Oleh karena itu perceraian bukan hanya milik bagi kaum laki-laki saja 

melainkan perempuan (istri) bisa menggugat cerai suaminya bilamana tidak 

ada kecocokan dari keduanya. Gugat cerai (khulu’) terdiri dari lafadz kha-la-‘a 

yang berasal dari bahas arab, scara etimologi berarti menanggalkan atau 
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membuka pakaian. Dihubungkan kata khulu’ dengan perkawinan karena dalam 

Al-Qur’an disebutkan suami sebagai pakaian bagi istrinya dan istrinya 

merupakan pakaian bagi suaminya.38 Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah 

SWT berfirman:  

كُمْ  لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰٰ نِسَارىِٕ مْ  عَلِمَ اللٰ هُ انََّكُ  ۢ  بَاسٌ لََّّنَُّ هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَانَْ تُمْ لِ  ۢ  احُِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
ُُوْا مَا كَتَبَ اللٰ هُ لَكُمْ فاَلْ ٰ نَ باَشِرُوْ  ۢ  كُنْتُمْ تََْتَانُ وْنَ انَْ فُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ   ۢ  هُنَّ وَابْ تَ 

َ لَكُمُ الْْيَْطُ الَْبَْ يَضُ مِنَ الْْيَْطِ الََْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  ثَُُّ اتُِّوا الصِّيَامَ اِلَٰ  ۢ  وكَُلُوْا وَاشْرَبُ وْا حَتّٰ  يَ تَبَ يَّ
كَذٰلِكَ   ۢ  ََ تَ قْرَبُ وْهَاتلِْكَ حُدُوْدُ اللٰ هِ فَ  ۢ  فِِ الْمَسٰجِدِ  ۢ  وَلََ تُ بَاشِرُوْهُنَّ وَانَْ تُمْ عَاكِفُوْنَ  ۢ  الَّيْلِ 

ُ اللٰ هُ اٰيٰتِه للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُوْنَ   يُ بَ يِّ
Artinya: “mereka merupakan pakaian bagimu, dan kamu merupakan pakaian 

baginya” (QS. Al-Baqarah: 187). 

 

       Gugatan cerai yang dilakukan istri kepada suaminya disebut dengan 

khulu’. Khulu’ ialah perceraian yang dilakukan pihak istri kepada suami, 

dengan iwadh/ fidyah (uang pengganti/ tebusan) kepada suami, dalam hal ini 

tetap diucapkan olh suami dan keputusannya tetap berada pada laki-laki 

(suami).39 

Khulu’ menurut Bahasa berarti tebusan, dan menurut istilah khulu’ ialah 

talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah 

dibayarkan suami.40 Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima mazhab 

bahwa khulu’ ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus 

dirinya dari (ikatan) suaminya.41 

                                                           
38 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), cet ke-1, 

h.231 
39  Husein Muhammad, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, http://www.jurnal 

perempuan.com/Yjp.Jpo/?act=artikel7c-25, November 2004 
40 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (penerjemah M. Abdul Ghoffar, E.M), (Pustaka Al-Kutsar, 

2006), cet ke-5, h.305 
41 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab. (Birut: Dar al-Jawad,2006), h.456 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39 
 

 
 

1. Hukum Gugat Cerai 

       Gugat cerai (khulu’) merupakan salah satuu jalan bagi istri untuk 

menentukan arah dan tujuan hidupnya, apakah perkawinannya mau 

dilanjutkan atau diputuskan, gugat cerai (khulu’) adalah kehendak 

istri.Dasar kebolehan khulu’42 

Jika pasangan suami istri saling berselisih, dan membenci karena 

keburukan akhlaq, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongan 

yang menyebabkan istri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah 

SWT, maka diperbolehkan baginya mengkhulu’ dengan cara memberikan 

ganti berupa tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. 

Menurut imam Syafi’i khulu’ dibolehkan pada waktu terjadi 

perselisihan dan pada saat rukun dengan cara yang lebih baik dan tepat.43 

Adapun hukum dari khulu’ adalah mubah (boleh). Sesuai dengan firman 

Allah dalam surat Al-Baqarah 229 

قُ مَرَّتٰنِ ا    لَكُمْ انَْ تخَْذُذُوْا وَلََ يََِلُّ  ۢ  باِِحْسَانٍ  ۢ  بِعَْرُوْفٍ اوَْ تَسْريِْحٌ  ۢ  فاَِمْسَاكٌ  ۢ  لطَََّ
اَفاَ ۢ  اٰتَ يْتُمُوْهُنَّ شَيْ  اا اِلََّ  ۢ  مَِّا يقُِيْمَا حُدُوْدَ  ذِفْتُمْ اَلََّ فاَِنْ  ۢ  الََّ يقُِيْمَا حُدُوْدَ اللٰ هِ  ۢ  انَْ يََّّ

نَا ََ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْ تَدَتْ بهِ  ۢ  اللٰ هِ  ُُ  ََ ََ ت َ  ۢ  فَ وَمَنْ ي َّتَ عَدَّ ۢ  عْتَدُوْهَا تلِْكَ حُدُوْدُ اللٰ هِ فَ
كَ هُمُ الظٰ لِمُوْنَ   حُدُوْدَ اللٰ هِ فاَوُلرٰهِٕ

 Artinya: “Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya 

tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Q.S. 

Al-Baqarah: 229).  

 

       Dengan adanya khulu’ maka si istri akan terhindar dari kesulitan yang 

ia rasakan, tanpa merugikan pihak si suami karena barang yang dijadikan 

                                                           
42 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, Ibid, h.131 
43 Ibid h.310 
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mahar telah dikembalikan kepada suami banyak ulama salaf yang 

menyatakan, bahwa tidak boleh khulu’ kecuali jika terjadi perselisihan dan 

nusyuz dari pihak istri. Maka pada saat itu, bagi suami diperbolehkan 

untuk meminta fidyah (tebusan). 

Berdasarkan dalil Al-Qur’an diatas cukuplah menjadi fakta kekuatan 

pengadilan dalam menangani kasus khulu’, sehingga untuk melindungi 

hak wanita dalam perkawinan, pemberian hak khulu’ kepada wanita sangat 

diperlukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. 

2. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Gugat Cerai 

a. Rukun gugat cerai 

       Suatu akad dilakukan sah apabila akad tersebut dilaksankan 

dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sempurna dan sesuai 

dengan ketentuan agama. Begitu pula dengan khulu’, untuk terjadinya 

khuluk’ ada dua rukun dan syarat. Adapun rukun khulu’ sebagai 

berikut:  

1) Istri sebagai yang mengajukan khulu’: Para ulama’ sepakat 

bahwa para istri yang mengajukan khulu’ kepada suaminya itu 

wajib sudah baligh dan berakal sehat, mereka juga sepakat bahwa 

istri yang safih (idiot) tidak boleh mengajukan khulu’ tanpa ijin 

walinya.44 

                                                           
44 Muhammad Jawad Mughniah, Fiqih Lima Mazhab Penerjemah Masykur A.B., dan Umar Shahab,. 

(Jakarta: Lentera, 1996), cet 1, h. 460 
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2) Suami sebagai penerima ‘Iwadh: Seluruh mazha, kecuali mazhab 

Hambali sepakat bahwa baligh dan berakal merupakan syarat 

yang wajib dipeuhi oleh laki-laki yang melakukan khulu’. 

Sedangkan imam Hambali mengatakan khulu’ sebagaimana 

halnya dengan talak dianggap sah apabila dilakukan oleh orang 

yang mumayyiz (telah mengerti sekalipun belum baligh).45 

3) Adanya uang ganti (‘Iwadh): ‘Iwadh berupa suatu yang berharga 

dan dapat dinilai sebanding dengan mahar yang diterimanya 

waktu akad nikah, ganti rugi ini diberikan oleh istri sendiri atau 

oleh pihak ketiga atas persetujuan suami istri.46 

       Bentuk barang gati rugi menurut imam mazhab bahwa segala 

sesuatu yang bisa dijadikan mahar (mas kawin), boleh pula 

dijadikan tebusan itu harus diketahui secara rinci manakala 

benda-benda tersebut cenderung bisa diketahui dengan mudah.47 

Dan mengenai kaar baran ganti rugi yang harus diberikan, imam 

Malik, imam Syafi’i dan golongan fuqaha berpendapat bahwa 

seorang istri boleh melakukn khulu’ dengan memberikan harta 

yang lebih banyak dari mahar yang ditrima dari suaminya.48 Ini 

berdasarkan Firman Allah SWT surat Al-Baqarah: 229 

قُ مَرَّتٰنِ  وَلََ يََِلُّ لَكُمْ اَنْ  ۢ  باِِحْسَانٍ  ۢ  بِعَْرُوْفٍ اوَْ تَسْريِْحٌ  ۢ  فاَِمْسَاكٌ  ۢ  الَطَََّ
اَفاَ ۢ  اٰتَ يْتُمُوْهُنَّ شَيْ  اا اِلََّ  ۢ  تخَْذُذُوْا مَِّا نْ ذِفْتُمْ فاَِ  ۢ  وْدَ اللٰ هِ اَلََّ يقُِيْمَا حُدُ  ۢ  انَْ يََّّ

                                                           
45 Muhammad Jawad Mughniyah, Ibid, h.462 
46 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam diIndonesia, Ibid, h. 237 
47 Muhammad Jawad Mughniyah, Ibid, h. 457 
48 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Penerjemah DRS. Imam Ghazali Said, MA dan Drs, Achmad 

Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet-2, Jilid 2, h. 554 
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نَا ََ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْ تَدَتْ بهِ  ۢ  الََّ يقُِيْمَا حُدُوْدَ اللٰ هِ  ُُ  ََ تلِْكَ حُدُوْدُ اللٰ هِ  ۢ  فَ
ََ تَ عْتَدُوْهَا  كَ هُمُ الظٰ لِمُوْنَ ۢ  فَ  وَمَنْ ي َّتَ عَدَّ حُدُوْدَ اللٰ هِ فاَوُلرٰهِٕ

Artinya: Maka tidak ada atas keduanya tentang bayaran yang 

diberikan oleh istri untuk menebus dirinya (QS. Al-Baqarah: 

229). 

 

       Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu’ dan 

penerimaan ‘Iwadh. Khulu’ yaitu permintaan cerai kepada suami 

dengan pembayaran yang disebut ‘Iwadh, akan tetapi golongan 

ulama’ seperti imam Ahmad, Abu Ubaid, dan Ishaq bin Rawaih 

mengatakan, “suami tidak boleh menerima tebusa istri lebih 

daripada mahar yang diberikan dahulu”. Demikian juga pendapat 

Sa’id bi Musayyah atha’, Amr bin Syu’aib az-Zuhri, Thawus 

Hasan al Basri, sya’bi, Hamad bin Abi Sulaiman, Rabi bin Anas. 

Berdasarkan hadist yang diriwayatkan Abdu bin Hamid dari 

Atha’ dapat dikataan bahwa Nabi SAW membenci seorang suami 

mengambil melebihi dari apa yang pernah ia berikan.49 

Shaigat, yaitu ucapan cerai yang disampaikan oleh suami 

yang daam ungkapan tersebut dinyatakan dengan uang ganti 

(‘Iwadh) 50  Adapun lafadz khulu’ terbagi menjadi dua, yaitu 

sharih dan kiasan, khulu’ sharih itu terdapat tiga lafadz yaitu: 

Khala’ luqi (aku meng-khulu’-mu) seperti “Saya khulu’ kamu 

dengan ‘Iwadh sebuah sepeda motor”; Mufadah (tebusan) seperti 

“Saya bercerai dengannmu dengan tebusan sekian”; Fasakhatu 

                                                           
49 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, Ibid, h. 310-311 
50 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, Ibid, h. 133 
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nikahaki, seperti “Saya faskh kamu dengan ‘Iwadh sebuah kitab 

suci Al-Qur’an”.51 

b. Syarat-syarat gugat cerai 

       Syaikh Hasan Ayyub menyatakan bahwa syarat-syarat khulu’ itu 

ada tiga yaitu: 

1) Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan 

khulu’ jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia 

merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah SWT. 

2) Khulu’ itu hendaknya dilakukan sampai selesai tanpa dibarengi 

dengan Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika 

pihak suami melakukan penganiayaan, maka tidak boleh 

mengambil sesuatupun dari istrinya. 

3) Khulu’ itu berasal dari pihak istri dan bukan dari pihak suami.52 

c. Prosedur gugat cerai 

Pertama, Prosess pemantapan niat, menyediakan dana dan waktu. 

Bagaimana perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan 

pemikiran yang serius, kedewasaan bertindak serta niat yang kuat 

untuk menjalaninya mau tidak mau perceraian akan mengakibatkan 

dampak yang serius baik secara psikologis, yuridis dan lainya. 

Namum juga kepada anak dan keturunannya. Untuk itu kemantapan 

                                                           
51 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam diIndonesia, Ibid, h. 237 
52 Ibid. 309-310 
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niat harus dibutuhkan pula tentang penyediaan dana untuk 

mengajukan permohonan gugat cerai. 

Kedua, Meminta pertimbangan dari beberapa orangterdekat 

sekalipun orang sudah memantapkan niatnya untuk mengajukan 

permohonan gugat cerai, namun tidak ada salahnya bila meminta 

pendapat dari sejumlah orang terdekat paling tidak untuk memperkuat 

alasan perceraian. 

Ketiga, Menentukan perlu tidaknya kuasa hukum atau pengacara, 

harus di pertimbangkan cecara matang. Tidak hanya terkait dengan 

dana untuk membayar jasa pendampingnya, namun juga mengingat 

efektifitas menggunakan kuasa hukum, keberadaan kuasa hukum 

sangat membantu dalam kelancaran proses perkara. 

Keempat, Mengajukan surat pemberitahuan atas surat 

permohonan perceraian, bila semua sudah disiapkan, dan niat 

mengajukan gugatan perceraian sudah mantap, selanjutnya menyusun 

gugatan perceraian. 

Kelima, Melakukan proses sidang perceraian Proses sidang 

perceraian bisa dilakukan bila gugatan atau permohonan cerai sudah 

didaftarkan dalam register oleh Panitera Pengadilan yang berwenang 

mengadilinya. Kemudian Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis 

Hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut. Sekalipun 

menentukan jadwal sidang pertama dari gugatan tersebut. 
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d. Proses mengajukan gugat cerai 

       Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan 

tentang proses mengajukan cerai gugat sebagaimana berikut: 

1) Pasal 132 dalam KHI 

a) Gugatan perceraian diajukan isteri atau kuasanya pada 

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi 

tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat 

kediaman bersama tanpa izin suami. 

b) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua 

Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada 

tergugat melalui perwakilan Indonesia setempat. 

2) Pasal 133 dalam KHI 

a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 

huruf b dalam KHI dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) 

tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. 

b) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau 

menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali berumah tanggal 

bersama. 

3) Pasal 134 dalam KHI 

       Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 

huruf f dalam KHI dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi 

pengadilan agama mengenai sebab sebab perselisihan dan 
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pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta 

orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. 

4) Pasal 135 dalam KHI 

       Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman 

penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat sebagai 

dimaksud dalam pasal 116 huruf c dalam KHI, maka untuk 

mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup 

menyampaikan Salinan putusan pengadilan yang memutuskan 

putusan disertai keterangan yang menyatakan bahwaputusan itu 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

5) Pasal 136 dalam KHI 

       Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan 

penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang 

mungkin ditimbulkan, pengadilan agama dapat mengizinkan 

suami isteri untuk tidak tinggal dalam satu rumah, Selama 

berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat 

atau tergugat, pengadilan agama dapat menentukan hal-hal yang 

harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu 

untuk dijamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak 

bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri. 

6) Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 

19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

khususnya Penjelasan pasal 39 ayat (2).  

       Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

7) Kompilasi Hukum Islam pasal 80-8 

       Secara umum suami mempunyai kewajiban yang berkaitan 

dengan nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, 

perawatan, pengobatan, hal ini akan gugur apabila istri nusyuz. 

Istri dianggap nusyuz jika ia tidak berbakti lahir batin kepada 

suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam 

kecuali dengan alasan yang sah. 

e. Sebab-sebab terjadinya gugat cerai 

1) Sebab- sebab terjadinya gugat cerai menurut hukum islam 

       Asumsi yang menyatakan bahwa orang islam boleh 

menceraikan istrinya dengan sewenang-wenang, hanyalah 

memutarbalikkan ketentuan-ketentuan hukum islam tentang 

perceraian atau talaq. Meski Al-Qur’an menunjukkan bermacam-

macam sebab yang memungkinkan terjadinya perceraian itu 

dilakukan, tetapi Al-Qur’an tidak memberikan rincian sampai 

yang sekecil-kecilnya. Hal ini adalah wajar karena islam adalah 

agama yang asas perceraian yang duraikan dalam al-qur’an sangat 

besar. 
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Sebenarnya, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian suci 

untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan jika masing-masing 

pihak tidak setuju lagi untuk hidup bersama. Hal ini menjadikan 

perceraian merupakan satu jalan yang tidak dapat dihindarkan, ini 

bukan berarti bahwa setiap pertengkaran sumi istri akan 

mengakibatkan perceraian, kecuali jika tidak ada masalah 

kesanggupan untuk hidup Bersama sebagai suami istri yang 

menyebabkan ditempuhnya perceraian. 

Tidak ada kesanggupan untuk hidup Bersama itu menurut 

Al-Qur’an disebut syiqaq (berasal dari kata syaqa, artinya pecah 

menjadi dua). Syiqaq berulah memberi hak kepada masing-

masing pihak untuk mengadakan perceraian, setelah ditempuh 

segala macam usaha untuk mendamaikan peselisihan suami 

istri.53 Perceraian menurut hukum islam terjadi disebabkan dua 

hal: 

a) Istri atau suami mandul54 

       Jika istri mandul, tidak dapat melahirkan anak, tentu 

rumah tangga menjadi sepi karena anak-anak adalah laksana 

buka dan menjadi perhiasan didalam keluarga, sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yaitu: 

                                                           
53 Sri Mulyati (ed), Relasi Suami Istri dalam Islam, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW)UIN Jakarta, 

2004),h. 20-21 
54  M. Quraish Shihab, Wawasan Qur’an; Tafsir Maudhu’i Atas Persoalan Berbagai Umat. 

(Bandung: Mizam, 1996),h. 200 
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نْ يَاا رٌ عِنْدَ رَبِّكَ ََ وَاباا وَالْبٰقِيٰتُ الصٰ لِحٰتُ  ۢ  لْمَالُ وَالْبَ نُ وْنَ زيِْ نَةُ الْْيَٰو ٌِ الدُّ  ذَي ْ
اَ  رٌ امََ  وَّذَي ْ

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan 

dunia 

 

Salah satu tujuan utama dari perkawinan ialah untuk 

memperoleh anak atau keturunan. Dengan kemandulan salah 

seorang dari mereka maka berarti salah satu tujuan pokok 

dari perkawinan menjadi lenyap, jika istri mandul maka 

untuk kemaslahatan suami dia boleh menceraikannya lalu 

menikah lagi dengan wanita lain yang mungkin dapat 

melahirkan anak. Sebaliknya jika suami mandul, untuk 

kemaslahatan istri ia dapat mengajukan gugatan cerai untuk 

dapat bisa menikah lagi dengan laki-laki lain yang mungkin 

dapat memperoleh keturunan. 

Jika keduanya tidak ingin terjadi perceraian maka dapa 

mengangkat anak orang miskin atau anak yatim atau bahkan 

anak terlantar. Hubungan darah memang penting, tetapi 

bukan menjadi unsur penilaian tinggi di masyarakat, hal ini 

jelas tidak sejalan dengan Al-Qur’an.55 

b) Tidak dapat kerukunan dalam rumah tangga  

       Kerukunan dan kesepakatan merupakan unsur utama 

bagi pembinaan rumah tangga Bahagia. Jika hubungan 

                                                           
55 Amina Wadud Muhsin (Pemikir Wanita Muslim Amerika Yang Menekankan Kajiannya Pada 

Masalah-masalah Wanita, dengan pendekatan heumeneutik), Wanita di dalam Al-Qur’an, 

(Bandung:Pustaka, 1994,h. 11-12) 
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perkawinan dalam situasi kemelut yang melanda rumah 

tangga itu, dilanjutkan terus tentu akibatnya akan 

menimbulkan rasa bermusuhan yang berkesinambungan 

antara mereka berdua dan akhirnya rumah tangga hancur 

berantakan, maka salah satu solusi dari perselisihan itu 

adalah perceraian. 

2) Sebab- sebab terjadinya gugat cerai menurut hukum positif 

       Adapun sebab-sebab putusya perkawinan menurut UU No. 1 

th.1974 dan kompilasi hukum islam disebabkan oleh: 

a) Kematian 

b) Perceraian 

c) Keputusan pengadilan.56 Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam 

kompilasi hukum islam pasal 116 dan pp No. 9/1975 pasal 19, 

sebagai berikut: 

(1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. 

(2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu dua 

tahun secra terus menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa 

alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 

(3) Salah satu pihak mendapat pidana lima tahun penjara dan 

hukuman lain yang lebih berat. 

                                                           
56 UU. No.1 th.1974 Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 
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(4) Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan 

keselamatan anggota keluarga. 

(5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami 

atau isti. 

(6) Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara 

kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup 

harmonis (terdapat juga dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 

1/1974). 

(7) Suami melanggar ta’lik talak. 

(8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidak rukunan dalam rumah tangga. 

3) Akibat dan Hikmah Gugat Cerai 

       Adapun akibat Gugat Cerai adalah bahwa seorang istri yang telah 

di khulu’ oleh suaminya ia berhak atas dirinya karena istri telah 

memiliki dirinya, ia bebas menentukan nasib dirinya sendiri. Menurut 

jumhur ulama’ termasuk imam mazhab berpendapat bahwa suami 

tidak boleh merujuk lagi dengan mantan istrinya setelah ia menerima 

‘iwadh sebagai tebusan dari sang istri,57 dan mantan suami tersebut 

tidak berhak rujuk dalam masa iddah, sebab dalam khulu’ tersebut 

telah terjadi talak bain,58 

                                                           
57 Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, Koleksi Hadits-hadist Hukum, (Semarang: PT. Pustaka 

Riski Putra, 2001), h. 290 
58 Syaikh Hasan Ayyub, ibid, h. 323 
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Adapun hikmah dari Gugat Cerai adalah diperbolehkan khulu’ 

dengan memberikan kemaslakhatan kepada umat manusia yang telah 

dan sedang menempuh hidup berumah tangga dalam masa 

perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan 

keduanya mencapai tujuan perkawinan. 

Menurut Amir Syarifuddin bahwa hikmah khulu’ adalah tampak 

nya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri, bila 

suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya 

menggunakan cara talak, istri juga mempunyai haka tau kesempatan 

untuk bercerai dengan suaminya dengan menggunakan cara khulu’.59 

Jadi jelas dengan adanya khulu’ pihak istri bisa menggunakan haknya  

yang mana hak bercerai bukan untuk pihak laki-laki saja melainkan 

istri bisa mempergunakannya dan dengan alasan-alasan yang tepat. 

C. Perkawinan 

1. Definisi Perkawinan 

       Adapun hikmah dari perkawinan seperti yang dijelaskan dalam 

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2, “Perkawinan menurut hukum Islam 

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithqan gholizah untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Adapun 

tujuan perkawinan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 3 bahwa, 

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

Sakinah, mawaddah dan warahmah”.60 

                                                           
59 Amir Syarifuddin, hukum Perkawinan di Indonesia, Ibid, h. 234 
60 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Tim Permata Press), 2. 
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2. Tujuan Perkawinan 

       Adapun tujuan perkawinan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 3 bahwa, 

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

Sakinah, mawaddah dan warahmah”61.  

3. Hikmah Perkawinan 

       Beberapa hikmah perkawinan bagi individu yaitu (1) menentramkan 

jiwa, (2) menjaga kehormatan dan kemudiaan seseorang (3) 

menyempurnakan kehidupan manusia (4) menjadi pengekal dan penerus 

kelangsungan hidup manusia (5) menjadi jalan pembentukan dan 

penanaman nilai (6) mendatangkan rizki yang barakah62. 

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

       Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Bab VII 

Pasal 77 disebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur 

untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang 

menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta-

mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin 

antara yang satu dengan yang lain. Suami istri memikul kewajiban untuk 

                                                           
61 Ibid 
62 Jannah, Shofiatul. 2020. Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah COVID-19 (Malang: 

Universitas Islam Malang) 
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mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan 

jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Suami istri 

wajib memelihara kehormatannya dan jika suami atau istri melalaikan 

kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan 

agama.”  

       Sementara pada Pasal 78 dijelaskan bahwa “Suami istri harus 

mempunyai kediaman yang sah dan rumah kediaman yang dimaksud oleh 

ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.” Sementara Pasal 79 mengatur 

tentang kedudukan suami dan haknya yang berbunyi, “Suami adalah kepala 

rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah 

seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga 

dan pergaulan hidup bersama masyarakat dan masing-masing pihak berhak 

melakukan perbuatan hukum.”  

Lebih lanjut, kewajiban suami terhadap istri secara khusus dibahas 

dalam pasal 80, “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah 

tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting 

diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan 

memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuanya. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan 

belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan 

bangsa. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: (1) Nafkah, kiswah 

dan tempat kediaman bagi istri. (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan 

dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (3) Biaya pendidikan anak. 
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Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a 

dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya. Istri dapat 

membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana 

tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Dan kewajiban suami sebagaimana 

dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.” 

Sedangkan pada Pasal 81 menjelaskan tentang kediaman, “suami wajib 

menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri 

yang masih dalam masa iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal 

yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah 

wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-

anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan 

tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan 

harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah 

tangga. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 

kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat 

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana 

penunjang lainnya.” 

Sementara Pasal 82 mengatur tentang tentang kewajiban suami yang 

beristri lebih dari seorang, yaitu “Suami yang mempunyai istri lebih dari 

seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada 

masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah 

keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian 
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perkawinan. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan 

istrinya dalam satu tempat kediaman.” 

Serta Pasal 83 dan Pasal 84 menjelaskan tentang kewajiban istri 

terhadap suaminya, diaman Pasal 83 berbunyi “Kewajiban utama bagi 

seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang 

dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur 

keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya,” dan Pasal 84 

berbunyi “Istri dapat dianggap nusyūz jika ia tidak mau melaksanakan 

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) 

kecuali dengan alasan yang sah. Selama istri dalam keadaan nusyūz, 

kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a 

dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kewajiban 

suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak 

nusyūz. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuūz dari istri harus 

didasarkan atas bukti yang sah.” 

D. Alasan-alasan Perceraian  

1. Menurut fiqih (Hukum Islam) 

a. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan 

berturut-turut. 

b. Suami meninggalkan isterinya selama empat tahun berturut-turut tanpa 

ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya). 
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c. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam 

akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya 

hubungan suami isteri), atau 

d. Alasan perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, 

pengkhianatan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan 

keselamatan dan keamanan isteri. 

       Pada dasarnya dalam hukum Islam (Fiqh) menetapkan bahwa alasan 

perceraian hanya satu macam saja yaitu terjadinya pertengkaran terus 

menerus yang sangat memuncak antara suami isteri dan membahayakan 

keselamatan jiwa yang disebut dengan syiqaq (pertengkaran terus 

menerus) 

2. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan 

       Mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan 

tuntutan perceraian ke Pengadilan Agama, Undang-undang tidak mengatur 

secara terperinci. Undang-undang hanya menggolongkan secara umum 

mengenai putusnya hubungan perkawinan. Berdasarkan pasal 38 UU no 1 

tahun 1974, yang berbunyi: perkawinan dapat putus karena; kematian, 

perceraian dan atas keputusan pengadilan. 

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam 

       Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana sesuai juga dengan PP 

No 9 Tahun 1975 Pasal 19: 
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a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, 

dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu dua tahun secra 

terus menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapat pidana lima tahun penjara dan hukuman lain 

yang lebih berat. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan 

keselamatan anggota keluarga. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami atau isti. 

f. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah 

pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis (terdapat juga 

dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1/1974). 

g. Suami melanggar ta’lik talak. 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 
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BAB III 

ALASAN ISTRI TIDAK MENGGUGAT CERAI SUAMI YANG DI 

PENJARA 10 TAHUN DI DESA KANDANGAN KECAMATAN 

KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI 

 

A. Deskripsi Umum Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Kediri 

1. Sejarah Singkat Desa Kandangan 

       Penulis akan menguraikan sedikit sejarah singkat tentang gambaran-

gambaran desa kandangan kecamatan kandangan kabupaten Kediri 

sebagai lokasi penelitian, dengan menjelaskan dari segi awal mula 

terbentuknya desa kandangan. Setiap desa memiliki sejarah dan latar 

belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri 

khas dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam 

dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut 

kemulut sehingga sulit untuk dibuktikan dan dihubungkan dengan mitos 

tertentu. Desa kandangan kecamatan Kandangan memiliki latar belakang 

yang tertuang dalam kisah sebagai berikut. 

Jika dari Jombang atau Kediri hendak pergi ke Malang, biasanya 

orang memilih jalur lewat kota Kandangan. Kota ini hanyalah sebuah kota 

kecil yang merupakan perbatasan antara kota Jombang, Kediri dan 

Malang. Tidak ada yang istimewa dari kota ini selain Ponpes Gontor Putri 

dan Pasar Kandangan yang ramai 24 jam dengan aneka kuliner sekelas 

warung kopi. 
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Nama “Kandangan” sepertinya berasal dari kata “Kandang” atau 

tempat atau rumah bagi hewan ternak. Tetapi jika ditelusuri sejarahnya 

kebelakang sebenarnya kata “Kandangan” berasal dari kata “Kandangan 

Atuha”. Nama daerah ini disebutkan dalam Prasasti Kinawi yang berangka 

tahun 928 Masehi yang ditemukan di Tanjung Kalang. Pada Prasasti 

tersebut disebutkan tentang watek atau daerah-daerah bawahan Kerajaan 

Medang atau Mataram Kuno yang berada didaerah Jawa Timur. Salah satu 

bawahan yang dimaksud adalah Kadangan Atuha yang lokasinya 

diperkirakan berada di Kecamatan Kandangan sekarang. 

Watek Kadangan Atuha dulunya adalak kota kuno yang memiliki 

peradaban penting di Jawa Timur pada abad X. Jika dilihat dari kualitas 

tanahnya yang subur dan lokasinya yang berada diperbatasan antar daerah, 

kemungkinan besar Kota ini merupakan salah satu daerah sentra hasil 

pertanian yang sangat penting. Namun lambat laun seiring waktu daerah 

ini hanya menjadi sebuah kecamatan kecil dan sejarahnya mulai dilupakan 

orang. Kata “Kadangan” berasal dari kata dasar “Kadang” yang dalam 

bahasa sanskerta berarti kerabat atau saudara. 

Kemungkinan besar pada masa itu daerah-daerah bawahan Kerajaan 

Medang di Jawa Timur dipimpin oleh para bangsawan yang masih 

memiliki kekerabatan dengan Raja Dyah Wawa yang saat itu menjadi raja 

Medang. Pengucapan kata “Kadangan” mengalami evolusi dari waktu 

kewaktu hingga menjadi “Kandangan”. Makna dasarnya menjadi hilang 
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karena dari yang awalnya bermakna kerabat Raja akhirnya menjadi 

bermakna kandang ternak.63 

2. Letak geografis desa Kandangan kecamatan Kandangan 

       Posisi geografis kecamtan Kandangan terletak antara 112 drajat 

196’53” sampai dengan 112 drajat 352’70” Bujur timur dan 70 drajat 

768’8” Lintang Selatan. Wilayah kecamatan kandangan terletak diantara 

beberapa kecamatan yang lainnya, sebelah Barat dan Selatan perbatasan 

dengan Kecamatan Kepung, sebelah timur perbatasan dengan Kabupaten 

Malang sedangkan disebelah utara perbatasan dengan Kabupaten 

Jombang. 

Kecamatan Kandangan merupakan Kecamatan diwilayah Kabupaten 

Kediri yang terletak disebelah Timur Laut dari pusat Kota Kabupaten 

dengan jarak tempuh kurang lebih 33 Km yang memiliki 12 desa, antara 

lain: 

a. Medowo 

b. Banaran 

c. Mlancu 

d. Kandangan 

e. Klampisan 

f. Kemiri 

g. Karangtengah 

                                                           
63 Blogspot,”Asal Usul Kota Kandangan: Sebuah Studi Toponimi” 

(https://www.blogspot.com/lintangwetan/asal-usul-kota-kandangan-sebuah-studitoponomi_5501) 

diakses pada tanggal 1 juli 2020, 19:00) 

https://www.blogspot.com/lintangwetan/asal-usul-kota-kandangan-sebuah-studitoponomi


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62 

 

 
 

h. Kaserman 

i. Jerukwangi 

j. Jerukgulung 

k. Jlumbang 

l. Bukur   

3. Letak Demografi 

      Sebagian besar luas lahan desa Kandangan yakni 35.625,521 ha 

(96,40%) digunakan sebagai lahan pertanian (sawah tadah hujan dan lahan 

tegal), untuk pemukiman sebesar 332,279 ha (1 %) dan sisanya untuk 

hutan rakyat dan lain-lain. 

a. Permukiman   : 332,279 Ha 

b. Lahan sawah tadah hujan : 35.000 Ha 

c. Lahan tegal   : 625,521 Ha 

d. Hutan rakyat   : 10,286 Ha 

e. Lain-lain    : 0,2 Ha 

4. Data Kependudukan 

       Berdasarkan data arsip format isian profil Desa Tahun 2020, jumlah 

Kepala Keluarga di Desa Kandangan tercatat sebanyak 2.338 Kepala 

Keluarga per Januari 2020 dengan total 15.709 orang Warga Negara 

Indonesia (WNI). Berdasarkan data arsip format isian profil Desa tahun 

2020, jumlah penduduk Desa Kandangan berdasarkan jenis kelamin per 

januari 2020 adalah laki-laki sebanyak 7.976 perempuan sebanyak 7.733 

dengan total 15.709 orang Warga Negara Indonesia (WNI). 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63 

 

 
 

B. Alasan Istri Tidak Mengajukan Gugat Cerai Suami yang Dipenjara 10 

Tahun 

       Peneliti telah melakukan beberapa wawancara untuk medapatkan 

informasi secara jelas dan konkrit. Kasus ini terjadi di desa kandangan 

kecamatan kandangan kabupaten kediri dimana didesa tersebut masih ada istri 

yang tidak menggugat cerai suami dipenjara 10 tahun. Adapun kejadian 

tersebut melibatkan pihak sebagai berikut; 

Biodata istri 

Nama  : Reni Anggraeni 

Alamat  : Kandangan 

Tempat lahir : Kandangan 

Tanggal lahir : 13 Februari 1993 

Awal mula hubungan suami istri ini baik-baik saja seperti rumah tangga 

yang lain pada umumnya, mereka juga sudah dikaruniahi 1 anak perempuan. 

Sebelumnya mereka juga pernah tinggal (kos) di Sidoarjo karena pekerjaan 

mereka ada di Sidoarjo di PT. Maspion. 

Selama disana seolah-olah tidak ada apa-apa, tidak ada yang 

mencurigakan, akan tetapi masa-masa itu hanya berlaku beberapa tahun saja 

karena kontrak kerja keduanya habis dan tidak ada perpanjangan lagi dari PT. 

Maspion. Setelah itu mereka pulang kampung ke Desa Kandangan Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Kediri, disana mereka mencari pekerjaan untuk 

kebutuhan sehari-hari. Namun sang istri tidak dapat ikut bekerja, sang istri 

berkata “saya saat itu dalam posisi susah karena habis melahirkan jadi masih 
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sibuk mengurusi anak, mau saya titipkan ke nenek saya tapi beliau tidak 

mampu karena sudah sepuh.”.64 

Suami (Galih) terus bekerja keras banting tulang untuk keluarganya, akan 

tetapi hari demi hari, bulan demi bulan mereka tidak mendapatkan hasil kerja 

seperti waktu masih di Sidoarjo. Karena di Sidoarjo terbiasa dengan gaji yang 

lumayan besar lalu di desa mereka mendapat gaji yang pas-pasan dan terkadang 

juga kurang untuk kebutuhan sehari-harinya, hal itu membuat sang suami putus 

asa merasa apapun yang dikerjakannya tidak membuahkan hasil apapun, dia 

selalu merasa kurang dengan rezeki yang dimilikinya. 

Terkadang sang suami juga harus berhutang kepada tetangganya untuk 

memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, tak sedikit warga yang mencibir akan 

keadaan keluarganya yang sangat mengenaskan. Pada akhirnya sang suami 

mencari cara agar dia bisa medapatkan penghasilan yang lebih, dengan itu sang 

suami terjerumus kedalam bisnis yang menggiurkan yakni menjual narkoba. 

Tak hanya sebatas disitu saja, selain menjual narkoba sang suami juga menjadi 

pemakai (konsumsi narkoba)65. 

Sebagai seorang istri yang sudah mempunyai anak juga Reni sudah sering 

mengingatkan suami untuk lebih memilih pekerjaan yang halal dan tanpa 

resiko, sang istri berkata, “setiap saat saya selalu mengingatkan mas untuk 

berhenti menjual narkoba namun suami saya tidak pernah mengindahkan kata-

kata saya, dia juga selalu berkata bahwa dengan menjual narkoba kita bisa 

                                                           
64 Reni, Wawancara,Kediri, 01 Juli 2020 
65 Ibid 
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kaya, bisa beli apapun yang kita inginkan, seperti rumah, mobil dan yang 

lainnya dan juga yang pasti terhindar dari cibiran tetangga. Setiap hari saya 

menangis memikirkan suami saya, saya takut sewaktu-waktu suami saya 

tertangkap polisi, saya sangat mencitainya saya juga tidak ingin anak saya 

tumbuh tanpa seorang ayah disampingnya” (sambil berkaca-kaca). 

Akan tetapi sang suami tidak merespon ucapan yang sering dilontarkan 

oleh istri. Hingga suatu Ketika Galih dan teman-temannya membuat pesta 

narkoba dirumahnya. Entah darimana kabar pesta narkoba yang dilakukan 

dirumah Reni yang dilakukan oleh suami (Galih) dan teman-temannya itu 

tercium oleh beberapa aparat kepolisian dan seketika itu juga Galih dan teman-

nya diadili dalam kasus narkoba dan mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. 

Semenjak itu Reni menjadi tulang punggung keluarganya demi anak dan 

kebutuhannya sehari-hari. 

Setiap hari Reni harus bekerja sendiri demi untuk menghidupi anaknya dan 

kebutuhannya sendiri, terkadang saudara-saudara dari pihak suami maupun 

dari keluarga Reni juga masih sedikit membantu kebutuhan Reni dan anaknya 

baik karena permintaan Reni sendiri maupun dari kesadaran pihak orangtua 

karena gaji Reni sendiri kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hingga 1 bulan (kebutuhan yang beragam). Terkadang orangtua mengunjungi 

mereka membawakan makanan atau sebaliknya Reni dan anaknya datang ke 

rumah orang tua. Reni sudah mempunyai tekat yang kuat untuk selalu menjaga 

rumah tangganya dan anaknya, walaupun tanpa suami yang biasanya ada untuk 

menjadi kepala rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga yang 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66 

 

 
 

sekarang masih dalam masa tahanan, Reni tetap bertahan tidak mengajukan 

gugat cerai kepada suaminya.”Saya tidak mau mengajukan gugat cerai kepada 

suami karena saya sangat mencintainya, sudah banyak masalah-masalah yang 

sudah saya lewati bersamanya, dan saya juga tidak mau kalau anak saya besar 

nanti tidak bersama ayah kandungnya dan bersama orang lain”.66 

Seperti diketahui bahwa di dalam lapas para napi dapat memperoleh 

program pemberdayaan, dalam hal ini pihak lapas mengadakan pendidikan dan 

pelatihan keterampilan untuk dapat memberdayakan napi di dalam lapas. 

Dengan adanya proyek napi dapat memperoleh pekerjaan serta gaji dengan 

membuat suatu produk yang merupakan permintaan dari pihak luar yang 

ditawarkan atau diberikan ke pihak lapas, sebut saja pekerjaan di bengkel atau 

workshop penjara untuk menyelesaikan permintaan pembuatan kursi maupun 

produk lain. 

Dalam penyelesaian satu proyek, seorang napi dapat memperoleh 

pembayaran hingga Rp. 300.000, per minggunya namun hal tersebut 

tergantung dari besarnya proyek, pekerjaan atau produk yang dibuatnya. 

Namun tidak semua napi bisa memperoleh pekerjaan serta gaji karena semua 

itu tergantung dari banyaknya permintaan produk serta ketersediaan lapangan 

pekerjaan yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah napi di lapas. 

Selain itu, bagi napi yang baru saja masuk penjara, mereka harus melalui 

tahap pendidikan dan pelatihan untuk waktu yang cukup lama serta proses 

seleksi kerja untuk dapat ikut serta dalam proyek tersebut. Begitu halnya yang 

                                                           
66 Ibid 
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terjadi pada suami Reni, di awal-awal masa tahanan, untuk beberapa bulan 

setelahnya sang suami sama sekali tidak dapat mengirimkan uang karena 

belum diikutsertakan dalam proyek yang ada karena masih melalui masa 

pendidikan dan pelatihan maupun karena sedikitnya jumlah proyek yang ada. 

Disisi lain, saat suami Reni sudah ikut dalam proyek, di dalam lapas, 

layaknya napi lain, terdapat sejumlah kebutuhan diluar makan yang dibutuhkan 

napi, sebut saja rokok, handphone, pulsa maupun hal lain yang mereka 

butuhkan dan diperoleh dengan perpanjangan tangan sipir penjara. Sebut saja, 

untuk memperoleh pulsa Rp. 10.000, napi dapat membayar hingga dua kali 

lipatnya atau bahkan lebih karena harus memberi tips kepada sipir penjara, 

begitu juga untuk hal lainnya. 

Suami Reni dapat dikatakan tidak dapat memberi nafkah berupa uang 

untuk istrinya, adapun hal yang mungkin ia dapat bantu bagi Reni ialah 

terkadang (walaupun jarang), ia membantu Reni untuk mengurangi pembelian 

barang-barang maupun makanan yang akan dia berikan ke suaminya, dengan 

alasan suaminya dapat membelinya di dalam lapas dengan uang yang dia 

peroleh dari lapas, untuk selebihnya ia tidak bisa membantu atau mengirimkan 

sejumlah uang kepada Reni dan anaknya. 

Penyesalan tinggallah penyesalan, sebelum ditangkap dan dipenjara, 

sebenarnya Reni sudah berkali-kali mengingatkan suaminya untuk 

menghentikan usahanya yang tidak halal itu, walaupun tidak didengarnya. 

Selama suaminya di penjara, walaupun suaminya dapat dikatakan tidak dapat 

menafkahi Reni dan anaknya, Reni merasakan perubahan dan penyesalan 
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suaminya yang tak lain masih memikirkan kehidupan Reni dan anak 

perempuannya. 

Suaminya seringkali berpesan agar untuk sementara waktu meminta 

bantuan orangtuanya maupun mertuanya. Selain itu, karena Reni masih 

mengingat masa-masa dimana mereka masih bekerja hingga saat mereka 

memiliki anak yang mana sang suami semakin memperhatikan Reni juga 

menjadi alasan kenapa Reni masih bertahan dalam kehidupan berumah tangga. 

Reni menyadari, keadaanlah yang menyebabkan suaminya terjerumus ke bisnis 

haram itu, karena suaminya selalu terpikir hari esok dimana mungkin istri dan 

anaknya tidak bisa makan, karenanya ia pun tidak segan berhutang dan 

seringkali pusing atau stres karena tidak mendapat pekerjaan atau gaji yang 

cukup. Ia pun tidak pernah menyalahkan Reni yang saat itu harus berhenti 

bekerja untuk mengurus anak.  
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BAB IV 

ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP ALASAN ISTRI 

TIDAK MENGGUAT CERAI SUAMI YANG DI PENJARA 10 TAHUN 

(STUDI KASUS DI DESA KANDANGAN KECAMATAN KANDANGAN 

KABUPATEN KEDIRI) 

 

A. Istri Yang Tidak Mengajukan Gugat Cerai Terhadap Suami di Penjara 

10 Tahun 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap istri tidak 

menggugat cerai suami dipenjara 10 tahun yang berada didesa Kandangan 

Kediri yakni pihak suami tidak bisa memenuhi kebutuhan anak dan dan istrinya 

karena suami masih dalam masa tahanan dilapas Kediri. 

Salah satu kewajiban suami yang tidak bisa terpenuhi yakni menafkahi 

sang istri dan anaknya, karena suami masih didalam penjara. seandainya saja 

si istri mau mengajukan gugat cerai juga bisa saja, tetapi istri memilih untuk 

tetap bertahan tidak mengajukan gugat cerai karena mengingat masa-masa 

dimana mereka saling mencintai ketika masih bersama dan juga demi keutuhan 

rumah tangganya. Untuk mencukupi kehidupanya sehari-hari sang istri 

berjualan online, terkadang juga masih dipenuhi oleh mertuanya (orang tua 

suami) dan mertuanya juga memaklumi bahwa anaknya memang masih dalam 

masa tahanan. 

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik menurut hukum Islam maupun 

hukum positif ketika seseorang melangsungkan perkawinan maka mereka akan 
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dibebankan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah hal yang tidak bisa 

dipisahkan karena termasuk sebab akibat. Dalam permasalahan yang diangkat 

oleh penulis adalah analisis maqashid al-syariah terhadap pendapat istri yang 

tidak menggugat cerai suami dipenjara 10 tahun. 

Menurut analisis penulis walaupun hak dan kewajiban pasangan suami 

istri yang suaminya dipenjara 10 tahun yang ada didesa kandangan ini masih 

belum bisa sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami 

istri. Hal ini terbukti bahwa suami belum bisa melaksanakan kewajibannya 

secara penuh, salah satunya yakni nafkah lahir maupun batin. 

Meskipun mereka sudah melangsungkan perkawinan akan tetapi seperti 

halnya bukan pasangan suami istri karena tidak tinggal satu rumah dalam 

waktu lebih dari 5 tahun dan suaminya juga belum bisa memberikan hak istri 

dan anaknya dalam bentuk nafkah. Ketika penulis mewawancarai sang istri, 

dia mengatakan bahwa dia akan sabar menunggu sampai sang suami terbebas 

dari masa tahanan demi cinta dan anaknya. Padahal sudah jelas bahwa tujuan 

perkawinan yakni sakinah, mawaddah, rahmah. 

Dalam Islam pada dasarnya dilarang bercerai karena hal ini bertentangan 

dengan tujuan perkawinan, yang mana perkawinan bertujuan untuk 

memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Tujuan ini 

disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 “perkawinan bertujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah. Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya 
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membangun sebuah keluarga, yang berarti bahwa kewajiban suami sebagai hak 

istri dan kewajiban istri sebagai hak suami. 

Suami istri harus bertanggungjawab untuk saling memenuhi kebutuhan 

pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram. Salah 

satu hal yang penting dalam konsep keluarga harmonis adalah bagaimana 

keluarga menyikapi masalah-masalah yang dihadapinya dengan baik. 

Pelaksanaan akad pernikahan hanya sesaat namun perjalanan yang harus dilalui 

panjang dan kosenkuensinya sangat serius dalam menata keluarga yang benar 

terwujudnya sakinah, mawaddah,wa rahamah, mencakup hak-hak dan 

kewajiban masing-masing pihak beserta tanggungannya selama hidup, bukan 

hanya di dunia saja namun juga ke akhirat kelak. Oleh karena hal itu Allah Swt, 

menyebut istilah akad pernikahan itu dengan kata miśaqan galizan (janji berat). 

Khulu„ adalah pemberian hak bagi wanita untuk melepaskan diri dari 

ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai 

imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk 

mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami 

bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya 

dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan 

suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu. Bahkan, khulu„ 

dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta 

dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan 

yang menyakiti istrinya. 
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Adapun landasan pada penetapan khulu„ yaitu berdasarkan firman Allah 

swt: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 

cara yang ma´ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi 

kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada 

mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya 

tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah 

hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang 

melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-

Baqarah: 229) 

Perkara ini dilihat dalam konteks realitas merupakan sebuah kekhususan 

dalam membahas maqasid, dari pandangan Ibn „Asyur dapat dikaitkan hal ini 

dalam tatanan maqasid al-syari‘at al-khassah. Dalam dimensi ini, di satu sisi 

objek bahasan maqasid tetuju pada perbutan itu sendiri (al-‘amal wa al- 

tasarrufat), dan di sisi yang lain tertuju pada motivasi, oleh karena itu Ibn 

„Asyur secara ontologis memecahkan maqasid al-syar‘iyyat al-khassah 

kepada maqasid li syari‘ dan maqasid li al-nas. Bagi Ibn „Asyur beliau 

mendedikasikan maqasid al-syar‘iyyat al-khassah sebagai sarana (wasa’il) 

untuk mewujudkan maqasid al- syari‘at al-‘ammah). Maqasid al-khassah ini 

mengidentifikasi perbedaan talak baik ada yang timbul dari inisiatif suami dan 

adapula dari inisiatif istri, jika itu dari suami maka tidak adanya ‘iwad dalam 

pelaksanaanya. Namun jika talak itu atas permintaan dari istri maka dikenakan 
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baginya ‘iwad. Oleh karena itu Ontologinya talak tersebut inisiatif suami 

maupun istri. Tapi secara epistimologis cara terjadinya berbeda, sebab talak 

yang dilakukan dari suami bisa jatuhnya talak satu maupun tiga, dan jika talak 

yang diminta oleh istri itu mengarah pada khulu‘ atau fasakh, oleh karena itu, 

terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan antara keduanya, jadi ontologi khulu 

menjadi dualisme antara talak raj‘i atau fasakh. Sebagaimana Allah berfirman 

dalam Al-qur‟an surat al-Baqarah ayat 229 artinya:...Jika kamu khawatir 

bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, 

maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri 

untuk menebus dirinya...(Al- Baqarah: 229). 

Apabila kita melihat peraturan yang berlaku yakni Kompilasi Hukum 

Islam maupun Hukum Islam suami dipenjara selama 10 tahun yang sudah 

dijabarkan oleh penulis diatas, suami tidak bisa memenuhi hak dan 

kewajibannya sebagai suami. Oleh sebab itu istri berhak mengajukan gugat 

cerai suami apabila nafkah lahir maupun batinnya tidak terpenuhi selama lebih 

dari 5 tahun, ini sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) dan pasal 9 PP 

9/1975 yang mana juga disebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80-81. 

Apabila istri tidak nusyuz lagi, maka suami wajib memberikan ketentuan 

yang telah ditetapkan sebagaimana yang disebut di atas seperti kewajibannya 

sebelum istri nusyuz. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus 

didasarkan atas bukti yang sah. Suami juga wajib menyediakan tempat 

kediaman bagi istri dan anak-anaknya. Tempat kediaman yang berfungsi 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74 

 
 

sebagai tempat menyimpan harta kekayaan sebagai tempat menata dan 

mengatur alat rumah tangga.67 

B. Analisis Maqashid al-Syariah Terhadap Alasan Istri Tidak Menggugat 

Cerai Suami di Penjara 10 Tahun (Studi Kasus di Desa Kandangan 

Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri) 

       Sakinah, mawaddah dan kasih sayang adalah asas dan tujuan 

disyariatkannya pernikahan dan pembentukan rumah tangga. Dijelaskan dalam 

firman Allah SWT. 

ا لِّتَسْكُنُ وْ  ۢ  وَمِنْ اٰيٰتِه اُ عَلَ ب َ ۢ  انَْ ذَلَقَ لَكُمْ مِّنْ انَْ فُسِكُمْ ازَْوَا َُ هَا وَ نَ ا الِيَ ْ اِنَّ ۢ  كُمْ مَّوَدَّ ٌا وَّرَحَْْةا ي ْ
 فِْ ذٰلِكَ لََٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ ي َّتَ فَكَّرُوْنَ 

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nyaialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir” (Ar-Rum : 21) 

 

Namun kenyataannya banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul 

masalah-masalah yang mendorong seorang isteri melakukan gugatan cerai 

dengan segala alasan. Fenomena ini banyak terjadi dalam media massa, 

sehingga diketahui khalayaknya ramai. Yang pantas disayangkan, mereka tidak 

segan-segan membuka rahasia rumah tangga hanya sekedar untuk bisa 

memenangkan gugatan, padahal semestinya persoalan gugatan cerai ini harus 

dikembalikan kepada agama, dan menimbangnya dengan islam. Dengan 

demikian kita dapat ber-Islam dengan kaffah (sempurna dan menyeluruh). 

                                                           
67Pasal 81-82,  Kompilasi Hukum Islam. 
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Hak adalah sesuatu yang harus didapat dari orang lain, sedangkan 

kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan sudah menjadi keharusan. 

Hak dan kewajiban dalam agama Islam diibaratkan seperti suatu lembaga yang 

berdiri diatas kerjasama antara dua orang. Seorang suami dan istri yang sepakat 

untuk membina rumah tangga, maka beban dari keduanya harus dilaksanakan 

secara bersama. Sehingga suami dibebani sebagai pemimpin rumah tangga 

yang harus siap menyediakan sandang pangan dan papan. 

Berbeda dengan istri yang tidak dibebankan tugas seperti suami, karena 

tugas istri hanya mengurus dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-

baiknya. Perbedaan ini adalah wujud dari keadilan antara suami dan istri, 

karena suami satu tingkat lebih tinggi dari pada istri. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam sudah dijelaskan pada pasal 80 ayat 4 bahwa suami sebagai pemimpin 

rumah tangga mempunyai kewajiban dalam hal nafkah kepada istri, biaya 

pengobatan, perawatan, biaya rumah tangga dan pendidikan anak. 

Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam penelitian ini 

kurang sempurna, karena mereka belum sepenuhnya melaksanakan hak dan 

kewajibannya sebagai suami istri. Suami belum sepenuhnya memberikan 

nafkah kepada istri dikarenakan dia masih dalam masa tahanan. Dalam Al 

Quran Q.S. al baqarah sudah dijelaskan bahwa suami wajib memberikan 

nafkah kepada istrinya: 

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه  ۢ  وَالْوَالِدٰتُ يُ رْضِعْنَ اوَْلََدَهُنَّ حَوْلَيِْ كَامِلَيِْ لِمَنْ ارَاَدَ انَْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ  ۞
ا وَلََ مَوْلُوْدٌ بِوَلَدِهَ ۢ  اررَّ وَالِدَ ٌٌ لََ تُضَ  ۢ  لََ تُكَلَّفُ نَ فْسٌ اِلََّ وُسْعَهَا  ۢ  رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ باِلْمَعْرُوْفِ 

هُمَا وَتَشَ  ۢ  لَّه بِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ  نَا ََ فاَِنْ ارَاَدَا فِصَالَا عَنْ تَ راَضٍ مِّن ْ ُُ  ََ اوُرٍ فَ
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ْ انَْ تَسْتَ رْضِعُوْ ۢ  عَلَيْهِمَا  نَا ََ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّ ۢ  وَاِنْ ارََدْتُُّّ ُُ  ََ  ۢ  اٰتَ يْتُمْ باِلْمَعْرُوْفِ  ۢ  اا اوَْلََدكَُمْ فَ
رٌ ۢ  وَات َّقُوا اللٰ هَ وَاعْلَمُوْ   ا انََّ اللٰ هَ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَصِي ْ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma'ruf.”68 

 

       Ayat di atas menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada 

istrinya yang berkaitan dengan rumah tangganya, tetapi dalam permaslahan ini 

suami tidak bisa memberikan nafkah sepenuhnya kepada istri dikarenakan 

belum keluar dari penjara, sehingga yang memenuhi kebutuhannya dan 

anaknya adalah dia (istri) sendiri tapi terkadang masih dapat bantuan dari orang 

tuanya sendiri dan mertua. 

Setelah penulis menelaah pendapat istri tidak mendapat cerai gugat suami 

dipenjara 10 tahun yang berada di desa kandangan Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Kediri ini seandainya istri menggugat cerai pasti bisa meringankan 

beban hidupnya dengan cara menikah lagi dengan pria yang lebih baik, akan 

tetapi dengan adanya keyakinan cinta dan kasih sayang terhadap suami dan 

anaknya serta menjaga keutuhan keluarganya dia (istri) rela bersusah payah 

mencari nafkah untuk dirinya dan anaknya, lagi pula orangtua dan mertuanya 

juga masih bersedia membantu meringankan kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Dengan menanamkan rasa optimism dalam dirinya dan anaknya nanti kalau 

suaminya sudah keluar dari penjara akan menjadi lebih baik dari sebelumnya, 

karena inti dari teori maqashid al-syari’ah adalah kemaslahatan, lagi pula 

maksud dan tujuan istri tidak menggugat cerai suami dipenjara juga baik untuk 

dirinya dan anaknya. 

                                                           
68 Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid I,(Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 163. 
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Jika ditinjau menurut tingkatan Dharu ̂riyat (primer), Ha ̂jiyat (skunder) dan 

Tahsi ̂niyat (tertier), adapun alasan istri tidak mengajukan gugat cerai dapat 

tergolong dalam tingkatan Dharu ̂riyat (primer). Ada lima tujuan dalam 

maslahah dlarûriyyah ini, yang disebut dengan dengan al-kulliyat al-khamsah, 

yang mana jika kelima hal ini dapat terwujud, maka akan tercapai suatu 

kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat, atau dalam 

ekonomi islam biasa dikenal dengan falah, antara lain. 

1. Penjagaan terhadap agama (hifdzud-din) 

       Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah para hamba-hambanya dan 

dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan 

bahtera kehidupan. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 menjelaskan, 

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mithqan gholizah untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”. Adapun tujuan perkawinan lebih 

lanjut dijelaskan dalam pasal 3 bahwa, “perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan 

warahmah”. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana 

tercantum dalam Bab VII Pasal 84 berbunyi “Istri dapat dianggap nusyūz 

jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.” Dan 

karena berdasarkan hal tersebut seorang istri tidak menggugat suami yang 

sedang menjalani masa tahanan di penjara karena masih dalam status 

suami istri dan masih menjaga keutuhan rumah tangganya sebagai suatu 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

78 

 
 

ibadah dan kewajiban, selain itu adanya perceraian juga dapat mempersulit 

kehidupannya sendiri serta anaknya karena terlepas dari kewajiban suami 

kepada istri sementara sang istri masih harus menanggung dan menghidupi 

anak-anaknya. 

2. Menjaga jiwa (hifdzun-nafs) 

       Sebenarnya, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian suci untuk 

hidup bersama sebagai suami istri. Dalam surat al-Isra ayat 34 Allah 

berfirman, “Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggung 

jawabannya”. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa suami istri dianjurkan 

untuk memenuhi janji terutama menjalankan kewajibannya dengan penuh 

tanggung jawab, terutama jika sudah dalam status perkawinan yang status 

hukumnya sudah mengikat dan sudah pula menimbulkan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Maka seseorang itu tidak 

diperbolehkan membatalkannya tanpa adanya alasan-alasan yang rasional 

dan harus dilakukan dengan tata cara yang baik. Adanya tuntutan 

perceraian dari pihak istri tentu saja tidak sesuai dengan firman Allah. 

3. Menjaga akal (hifdzud-‘aql) 

       Mengacu pada surat at-Thalaq ayat 7, “Hendaklah orang yang mampu 

memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan 

rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan 
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(sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 

memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. at-Thalaq: 7).69 

       Seorang suami memberi nafkah kepada keluarganya menurut 

kemampuannya, sesuai dengan kekayaannya. Sedang bagi yang sedang 

mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih 

dari pada itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya 

pihak istri. Artinya kalau suaminya miskin, sedang istrinya berasal dari 

keluarga yang lebih mampu, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan 

hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka 

istri harus bersabar atas rezki yang diberikan Allah kepada suaminya. 

Karena Allahlah yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu. 

       Jadi, jika seorang suami tiba-tiba karena suatu hal atau sedang 

mendapat suatu musibah yang menyebabkan dirinya tidak dapat memberi 

nafkah lebih dari biasanya seperti dalam kasus ini sedang menjalani masa 

tahanan di penjara dan juga karena harta yang dimilikinya juga belum 

dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, maka seorang istri yang baik 

harus dapat mengerti dan memahami kesulitan sang suami dan percaya 

bahwa kesulitan akan segera berlalu atau berakhir. Keputusan untuk istri 

meminta cerai dapat mempersulit kehidupannya sendiri karena lepaslah 

kewajiban sang suami sementara sang istri juga mungkin menanggung 

kehidupan anaknya.   

4. Menjaga keturunan (hifdzud-nasl) 

                                                           
69 Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah…,560 
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       Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Bab 

VII Pasal 77 disebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban untuk 

mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai 

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan 

agamanya.” Lebih lanjut dalam Pasal 83 dijelaskan “Kewajiban utama 

bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang 

dibenarkan oleh hukum Islam.” Mengacu pada penjelasan tersebut, 

menjaga keturunan merupakan salah satu alasan bagi istri tidak menggugat 

suami yang sedang menjalani masa tahanan di penjara karena istri 

mengutamakan tumbuh kembang anak dengan tetap berbakti lahir dan 

batin kepada suami. Selain itu larangan berzinah tidak lain juga bertujuan 

untuk menjaga keturunan. 

5. Menjaga harta (hifdzud-maal) 

       Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 46 berfirman, “Harta dan anak-

anak adalah perhiasan kehidupan dunia,” mengacu pada firman tersebut, 

alasan mengapa istri tidak menggugat suami yang sedang menjalani masa 

tahanan di penjara adalah kewajiban istri untuk menjaga apa yang dimiliki 

atau ditinggalkan oleh sang suami (harta). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian penulis maka skripsi yang berjudul Maqashid 

al Syari’ah Terhadap Istri Tidak Menggugat Cerai Suami di Penjara 10 Tahun 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Alasan istri tidak menggugat cerai suami dipenjara 10 tahun di desa 

Kandangan Kediri ialah tidak menggugat cerai suami meskipun dipenjara 

selama 10 tahun dikarenakan istri mempunyai komitmen yang kuat, tidak 

mudah menyerah walaupun menjadi tulang punggung keluarganya selama 

suami masih dalam masa tahanan dan juga sang istri tidak ingin sang anak 

memiliki keluarga yang tidak lengkap. 

2. Analisis maqashid syariah terhadap istri yang tidak mengajukan gugat 

cerai karena suami dipenjara 10 tahun adalah untuk mewujudkan rumah 

tangga yang Sakinah, mawaddah, warohmah, dengan tujuan suami akan 

berubah Ketika keluar dari penjara. Jika ditinjau menurut tingkatan 

Dharuriyat (primer), Ha ̂jiyat (skunder) dan Tahsi ̂niyat (tertier), adapun 

alasan istri tidak mengajukan gugat cerai dapat tergolong dalam tingkatan 

Dharu ̂riyat (primer). 

B. Saran 

       Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 

beberapa saran sebagai berikut : 
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1. Hendaknya pihak istri lebih dapat mempertimbangkan serta memikirkan 

kembali mengenai pengajuan gugat cerai kepada suami yang sedang 

mengalami masa tahanan di penjara, mengenai apakah sang suami benar-

benar sudah lepas dari tanggungjawabnya sebagai suami, utamanya dalam 

menafkahi istri dan anak. 

2. Selain itu, orangtua istri maupun pihak orangtua dari suami yang sedang 

mengalami masa tahanan di penjara dapat diminta untuk membantu dalam 

menghidupi kehidupan sang istri atau tidak. 
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